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ABSTRAK

Nama : Devie Lambe
Program : Magister Kenotariatan
Judul . Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dihubungkan Dengan

Kinerja Sistem Adminstrasi Badan Hukum (SABH) Daam Pendirian Perseroan
Terbatas

SABH adalah Sistem Administrass Badan Hukum dalam permohonan
penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik
menggunakan media Internet secara on line. Sebuah prosedur adalah kunci dari
suatu sistem hukum yang berlaku, tanpa prosedur yang benar dan sesuai dengan
undang-undang serta ketentuan yang berlaku, maka seluruh sistem tersebut akan
timpang, sehingga prosedur memegang peranan penting dalam  sebuah
keberlangsungan suatu sistem. Begitu pula dalam sistem pengesahan pendirian
Perseroan Terbatas, dimana peranan notaris adalah sebuah mata rantai dari
seluruh prosedurnya. Keberadaan notaris selaku pgabat umum ini tidak hanya
sekedar untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya tetapi juga atas
perintah undang-undang.Tanggung jawab notaris dalam hal pendirian Perseroan
Terbatas tidak lepas dari peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian
Perseroan Terbatas tersebut.Pengetahuan notaris dengan kemajuan teknologi
penggunaan SABH harus sgalan. Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal
Administras Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai
kewenangan di bidang pelayanan dan pengesahan badan hukum Perseroan
Terbatas, perlu untuk melakukan pembenahan dan mengimplementasikan hal-hal
yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

KataKunci : Sistem Adminstrasi Badan Hukum, SABH, Perseroan Terbatas
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ABTRACT

Name : Devie Lambe
Program : Magister Kenotariatan
Title . Role and Responsibility of Notary In conjunction With

Administration System Performance Lega Entity (SABH) The Establishment of
Limited Company

SABH is a Law Board Administration System in resolving of Limited
Company law board that established electronically and used the Internet media as
on line. Resolving of law board involves legalization, agreement, reporting and
announcement of changes of base budget of limited company. Procedure is the
key of the established law, without right procedure that based on the established
law, without right procedure that based on established rules and regulations, the
whole system will fall therefore, procedure has an important role in maintaining a
system. In founding a Limited Corporation, the role of notary becomes the link of
all procedures.The presence of a notary as public officials is not just to serve
people who need their services but also by order of law. The responsibility of a
notary in the case of the establishment of a Limited Company is part of the role
of notaries in the process of approval of the establishment is a Limited Company.
The notary knowledge of regulations and the advancement of technology in
terms of the use of SABH should be paralé.Civil Directorate, the Directorate
Genera of General Legal Administration, Ministry of Justice and Human Rights,
which has authority in the field of services and lega endorsement Company
Limited, needs to make improvements and implement those things mandated by
Law Number 40 Y ear 2007 regarding Limited Company.

Keywords: System Administration of Legal Entities, SABH, Limited Company
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Notaris berhubungan dengan Sistem AdmimsstBadan Hukum
(SABH) dalam pembuatan akta pendirian perseroarbates. Seiring
perkembangan perekonomian, menimbulkan dampak médegan berbagai
jenis usaha yang mulai dijalankan oleh masyaraidgdresia. Hal ini dapat terjadi
karena pada dasarnya masalah ekonomi adalah masakafingkatkan
kemakmuran rakyat, dengan menambah barang dan yasg dihasilkan.
Berbagai perkembangan jenis usaha yang dijalanlein rmasyarakat Indonesia
tidak luput dari adanya campur tangan pemerintgbahnya adalah semata-mata
untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sendiri, juga
diharapkan agar terpenuhi kewajiban membayar paeka menghindari
terjadinya tindakan kecurangan yang mungkin terjadi

Campur tangan pemerintah adalah mengharuskan adajyadaftar bagi
suatu jenis usaha yang akan didirikan oleh setiapgpdimana pendaftaran dapat
dilakukan pada kantor ataupun instansi tempat gtarda yang telah disediakan
pemerintah agar keberadaan usaha tersebut dagsaltik secara umurdentuk
usaha yang diperlukan dalam menunjang pembangwmaromi nasional adalah
badan usaha berbentuk badan hukum yang disebut gabagai perseroan

terbatas.

! Indonesia, Undang-Undang tentang Waijib Daftar ®sraan, UU No. 3 Tahun 1983, LN. No. 7
Tahun 1982, TLN. No. 3214, ps. 5. Ayat (1).

Universitas Indonesia
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Perseroan merupakan badan hukum yang terjadi kareteng-undang-al
ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Daggaugg tidak tegas
menyebutkan suatu Perseroan merupakan badan huBumana suatu badan
hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;

2. Mempunyai tujuan tertentu;

3. Mempunyai kepentingan sendiri; dan

4. Ada organisasi yang teratirr.

Ciri dari perseroan antara lain adalah adanya lekayang terpisah, hal ini
mengandung pengertian bahwa perseroan mempuny& hkakayaan yang
terpisah dari harta para pemegang sahamnya. Kakayaag terpisah itu
membawa akibat sebagai berikut:

1. Kreditur pribadi dari para persero dan atau paragpeisnya tidak
mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badlamn itu;

2. Para persero dan juga para pengurusnya secaralipiitek dapat menagih
piutang badan hukum dari pihak ketiga;

3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badakunh tidak
diperkenankan;

4. Hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-prasEsa para persero
dan atau para pengurusnya dengan badan hukum si@paterjadi seperti
halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga; dan

5. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukumsdja yang dapat
menuntut harta kekayaan yang terpisaff itu.

Ciri yang kedua dari Perseroan adalah mempunyaatujertentu. Tujuan
tertentu dari suatu Perseroan dapat diketahui dakarggaran dasarnya
sebagaimana dalam Pasal 15 huruf b Undang-UndangpmdO tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbataslyebutkan bahwa

2 Indonesia, Undang-undang Tentang Perseroan Terbata No. 40, LN No. 106 tahun 2007,
TLN. N0.4657. ps. 1 ayat (1).

® Riduan SyahraniSeluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdé@andung: Alumni, 2000), him.
61.

4 Agus Budiarto Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Targdawab Pendiri
Perseroan TerbatagJakarta: Ghalia Indonesia, 2002), him. 30.

Universitas Indonesia
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Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya maksuduglzan serta kegiatan
usaha Perseroan yang sesuai dengan peraturan gegumodangan yang berlaku.

Ciri yang ketiga dari Perseroan adalah mempunypekingan tersendiri,
adalah hak-hak subyektif sebagai akibat dari pesashukum yang dialami yang
merupakan kepentingan yang dilindungi hukum danatapenuntut serta
mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga

Ciri yang keempat dari Perseroan adalah badan hukeempunyai
organisasi yang teratur, dapat dilihat dalam arggadasar perseroan yang
terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakamyadorganisasi yang
teratur.

Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas talaryabahwa
Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukuto syatu badan yang dapat
bertindak dalam lalulintas hukum sebagai subjekuhukian memiliki kekayaan
yang dipisahkan dari kekayaan pribadi penguruskgaena itu, Perseroan juga
merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum maratiaiu personastandi in
judicio®. Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam husmrgkum sama
seperti manusia biasa atau natural person atduurlijke persoon dia bisa
menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusarbida mempunyai hak
dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayapardayaknya manusia.

Pendirian dan tata cara pendirian suatu usaha labjat diatur dalam UU
Perseroan Terbatas. Dalam pendirian perseroantdsr®T), harus dimuat
dengan adanya kesepakatan bentuk tertulis yangpailaan Anggaran Dasar PT
tersebut.Hal-hal yang menjadi kesepakatan untukdirikan sebuah PT dimulai
dari nama dan tempat kedudukan perseroan, maksudugiaan serta kegiatan
usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan aegdaddangan yang berlaku,
jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya jurntaiglal dasar, modal yang
ditetapkan dan modal yang disetor, jumlah sahamkutp klasifikasi, hak-hak
yang melekat pada setiap saham, dan dalam nilainabsetiap saham, susunan
jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris, tapaa tempat dan tata cara

pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pembésheanhggota direksi dan

5 Rachmadi UsmarDimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbat@andung: Alumni, 2004),
him. 50.
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komisaris, tata cara penggunaan laba dan penggadéeiden dan ketentuan-
ketentuan lainnya.

Kemudian pokok-pokok kesepakatan serta perjanj@japjian tersebut
dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat olefarns® Pendirian sebuah PT
harus dengan akta notaris bertujuan untuk mempgerkékuatan pembuktian
secara sempurna yang mengandung otentisitas, #eldial ini merupakan syarat
yang diwajibkan dalam undang-undang. Setelah didamatialam akta notaris,
maka agar Perseroan tersebut berbadan hukum, etkdi&ripn itu wajib mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Man{didaM) Republik
Indonesia sebagai bentuk pengesahan atas kesepakasaa para pendiri yang
bersifat mengikat secara hukum untuk segala tindgkag akan dilakukan PT itu
nantinya, disamping itu pengesahan dari Menteridduldan HAM juga berarti
memberi persetujuan atas pendirian PT tersebutpétdaroses pengesahan suatu
perseroan untuk menjadi badan hukum oleh MentekuRudan HAM dilakukan
secaraonline melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Berikutgaa
perubahan dan hal-hal yang menyangkut suatu Parseferbatas dilakukan
secaraonline melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Campungtn
pemerintah dalam pendirian Perseroan dilakukanlmeé&astem untuk melakukan
pengesahan akta pendirian Perseroan yang disebignSAdministrasi Badan
Hukum.

Perkembangan IT (Information Technology) yang mmiljan proses
pelayanan dan pendaftaran online secara mudah epat ¢elah mendorong
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemeiate Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia menerapkan konngate dalam proses
pengesahan pendirian suatu badan hukum yang disdbogan Sistem
Administrasi Badan Hukufn(sebelumnya disingkat Sisminbakum) dalam rangka
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pens€enbatas merupakan salah

satu bentuk badan hukum yang terdapat di Indordda.pendirian perseroan

® Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman dan Halsidstanusia tentang Pemberlakuan Sistem
Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Adistrasi Hukum Umum Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, KepMen Kehakimam IHAM No. M-05 HT.01.01 Tahun
2002, ps. 1 Ayat (1).
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terbatas harus mendapat pengesahan dari MenteunHDian Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.Oleh karena itu Notaris harusngagikan permohonan
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repubiidtonesia melalui

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.Dengamperhatikan fakta yang
ada maka penting kiranya untuk mengetahui bagain@maes pengesahan
pendirian suatu Perseroan Terbatas melalui Sistdmimistrasi Badan Hukum
secara secara online. Sistem secara online inildatikenal dengan istilah

SISMINBAKUM dan sekarang telah berubah menjadi SABH

Terlepas dari manfaatnya, kehadiran internet jlkga anempengaruhi tugas
dan kewajiban Notaris. Notaris adalah satu-satupggabat umum yang
berwenang membuat akta otentik berbagai perbuagenganjian dan penetapan
termasuk akta pendirian suatu Perseroan. Pengusissno Perseroan menjadi
badan hukum oleh Notaris di Kementerian Hukum daak HAsasi Manusia
Republik Indonesia dilakukan secaraline melalui Sistem Administrasi Badan
Hukum.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakamssresmi yang
merupakan sistem komputerisasi dalam proses pemgegeendirian suatu badan
hukum yang dimiliki Direktorat Jenderal AdministraBadan Hukum Umum
(Ditlen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Marau8epublik Indonesia
yang dapat diakses pada alamat http://www.sismuninado.id Sistem ini
diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonessmg pada saat itu dijabat
oleh Megawati Soekarnoputri pada tanggal 31 Jar@fi, yang pelaksanaanya
dimulai pada tanggal 1 Maret 2001. Sistem ini makap bentuk pelayanan
pemerintah dalam bidang jasa hukum vyaitu yang ltarkadengan Perseroan
terutama dalam hal pengesahan badan hukum.

Sistem Administrasi Badan Hukum dibuat berdasarkiegbutuhan
masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkendsdmiggga membutuhkan
pelayanan yang cepat dan akurat. Sebelumnya prosegesahan Perseroan
sebagai badan hukum dilakukan secara manual yahgng@a memerlukan waktu
relatif lama dimana untuk sebuah Surat Keputusadd) (®2ngesahan Perseroan
menjadi badan hukum dibutuhkan waktu sekitar 4 @jrgampai 6 (enam) bulan

atau bahkan lebih.
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Pada sistem manual atau sistem lama, seluruh pekedilakukan secara
manual, mulai dari penerimaan berkas dari pihak ahN®t yang meliputi
pengecekan kelengkapan dan nama, pembayaran dasugtam kartu kendali.
Dokumen-dokumen pada proses manual ini seluruhrgsinmberbentuk kertas
laporan, baik pendirian, persetujuan maupun lapy@nSelanjutnya Korektor
yang bertugas memeriksa kelengkapan dokumen-dokumeesebut yang
merupakan surat permohonan pengesahan Perseroartabdselengkapan
dokumen lainnya yang disampaikan oleh para peatit kuasanya dalam hal ini
adalah Notarig.

Cara kerja manual pada sistem lama, sering menkabulmasalah
keterlambatan. Hal ini dapat terjadi karena partaigaes harus memeriksa satu-
persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlahopenan yang masuk
jauh lebih banyak dari jumlah petugas yang adaamadial ini seringkalhuman
error tidak dapat dihindari sehingga dapat terjadi datag ada tidak akurat.
Selain itu juga pelaksanaan cara kerja manual glageat menimbulkan korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) di kalangan pegawai Ketegan Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia terutama bila lpihotaris membutuhkan
secepatnya pengesahan atas badan hukum yang skafarsgya’

Dari sisi Notaris sistem manual akan membuat prosagadi tidak efisien,
dimana Notaris harus memeriksa hasil dari pembual@m pengesahan SK
Perseroan yang mereka ajukan langsung ke Kemantdukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia di Jakarta. Hal inidérjkarena seluruh proses
hanya akan dapat dilakukan di Jakarta. Hal iniutesaja menyulitkan bagi para
Notaris yang berada dan berkedudukan di luar Jak&edangkan dari sisi
pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiauBlédpIndoneisa dapat
menimbulkan banyaknya permohonan yang tertunda gbesgiannya karena
sejak pemeriksaan nama hingga pemeriksaan dokureerbutuhkan waktu dan
kecermatan yang tinggi sedangkan dokumen yang ntatalk sebanding dengan

jumlah pegawai yang ada.

’ “Sisminbakum Sebagai Sarana Pembantu Kinerja Nst&dan Keabsahan Dokumen Yang
Dihasilkan”, Jurnal RenvaiNo 24, (Mei-Juni, 2005), him. 35-36.

8 “Pedoman Penggunaan Sistem administrasi Badan HuK@MSMINBAKUM)" Yayasan
Kesejahteraan Direktorat jenderal Administrasi Hakimum Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia, him. 1.
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Untuk menghadapi kendala tersebut, maka dengan niaatkan teknologi
yang semakin berkembang dibuatlah sisteniine yang dapat diakses oleh
Notaris di seluruh Indonesia yaitu melalui SistednmAnistrasi Badan Hukum.

Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum seluruh sg® pembuatan
dilakukan secaranline melalui jaringaninternet yang dapat diakses oleh setiap
Notaris yang mengikuti Sistem Administrasi Badarktia dari seluruh wilayah
Indonesia. Masing-masing Notaris yang terdaftamdaidtem Administrasi Badan
Hukum akan diberikaruser idlarmpassworduntuk menjaga keamanan selama
pemrosesan.

Proses pengesahan badan hukum Perseroan dalam S\shainistrasi
Badan Hukum melalui sarana internet yang dilakukéeh Notaris dimana
Notaris cukup mengakses program aplikasi Sistem iAdimasi Badan
Hukummelalui internet dalam rangka melakukan pgsendaftaran Perseroan
menjadi badan hukum tidak selamanya berjalan muBistem Administrasi
Badan Hukum menghadapi beberapa kendala dalam Ipaggaraannya. Seperti
peristiwva pada tanggal 6 januari 2009, pihak peslgelyakni PT. Sarana
Reksatama Dinamika (SRD) menghentikan operasicnanian online Sistem
Administrasi Badan Hukum (sebelumnya disingkat $iakum) di Kementerian
Hukum dan HAM. Semua peralatan dan rekening dipgayidik Kejaksaan
Agung (Kejagung). Penyitaan peralatan dan rekeningmenyebabkan tidak
adanya pemasukan bagi SRD, akibatnya proses pmmghierseroan pun menjadi
terhambat.

Adanya permasalahan dengan pihak swasta yang noéng8istem
Administrasi Badan Hukum yakni PT. SRD, membuat Ketarian Hukum dan
HAM mengambil alih Sistem Administrasi Badan hukufemudian mengganti
singkatan Sistem Administrasi Badan Hukum vyang tahuwisebut
SISMINBAKUM menjadi SABH.

Permasalahan penghentian layanan Sistem AdminisBadan Hukum
timbul dari pihak lain, namun dapat berdampak pa€l@n dan tanggungjawab
Notaris dalam proses pendirian perseroan. PendiP@nadalah dengan akta
notaris sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UUPersefeabatas. Dalam proses

° Budi Agus RiswandiHukum dan Internet di Indonesiéyogyakarta: Ul Press, 2003), him. 43-
44,
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pendirian perseroan Notaris diberikan kewenangaunkumelakukan pengurusan
suatu PT hingga menjadi badan hukum, melalui Sisfaministrasi Badan
Hukum. Apabila kemudian kinerja Sistem AdministraBiadan Hukum
bermasalah, apakah berpengaruh terhadap peranadggunhg jawab Notaris
Sebagai Pejabat umum yang melayani kepentingan ymalam kaitannya pada
proses pendirian suatu perseroan terbatas.

Berdasarkan pemaparan latar belakang ini dan untrijawab pertanyaan
mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalamiren PT serta kaitannya
dengan kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum, upentertarik untuk
membahasnya dalam suatu penullisan hukum. Penutigiamm ini akan diberi
judul "PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DIHUBUNGKAN
DENGAN KINERJA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)
DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS”.

1.2 Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebgmmmaka penulis

mencoba merumuskan beberapa masalah dalam penalisgaitu:

1. Bagaimana peranandan tanggung jawab Notaris dal@sep pendirian
suatu Perseroan Terbatas?

2. Bagaimana pengaruh kinerja Sistem Administrasi Badakum terhadap
peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses nqemdPerseroan

Terbatas?

1.3 Metode Pendlitian

Metode Penelitian yang digunakan merupakan peaeltiukum normatif,
maksudnya adalah penelitian ini merujuk pada nanoraaa hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan, putusan-puhsam, maupun doktrin-
doktrin yang diperoleh melalui bahan pustaka. Reael ini juga disebut
penelitian doktrindf yang cenderung bersifat kualitatif.

Data yang dipergunakan dalam penyusunan penuhlisaidalah data primer
yang diperoleh melalui wawancara dengan para namasudan data sekunder

19 sytandyo Wingjosoebrotéjukum Paradigma: Metode dan Dinamika Masalahnfdakarta:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002), hih.1
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diperoleh melalui literatur-literatur kepustakaamtber data sekunder atau bahan
pustaka di dalam penelitian normatif mencaktip:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yangnpnayai
kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berujadupan perundang-
undangan. Dalam kaitan penelitian ini yang akaremjpnakan adalah
peraturan perundang-undangan yang berkaitan engadgudul penelitian
ini, seperti Undang-UndangNo. 40 Tahun 2007ten&iggeroan Terbatas
dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang No&tunT 2004
tentang Jabatan Notaris, serta ketentuan perapgamdang-undangan
yang terkait lainnya;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yaegjelaskan
bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, barygenjelasan
terhadap bahan-bahan hukum primer, berupa bukwalahajmakalah serta
artikel yang berkaitan dengan judul penelitianaeendapat para atfi;

c. Bahan Hukum tertier, yaitu bahan yang sifatnya gebaelengkap dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sdg@@enus Bahasa
Indonesia, Aneka Istilah Hukum dan lain-laih.

Sementara itu metode pengelohan dan analisa datpayan dipergunakan
dalam penelitian adalah metode kualitatif desKripfengan menguraikan
persoalan dan fakta-fakta yang diterangkan seeadis dari bahan kepustakaan
dan akan dianalisa dengan menggunakan pendekaidisywormatif, baru ditarik

suatu kesimpulan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki babske&mnjutnya yang
menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan atagakok. Bab ini
dibagi menjadi empat sub bab. Pertama mengenaillatakang masalah

yang menjadi pendorong bagi penulis untuk membalasiKedua

! Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukunCet. 3, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 55.
2 Ibid, him. 12.

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudenelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singicet 2
(Jakarta : Rajawali, 1986), him. 15.
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mengenai pokok permasalahan. Ketiga mengenai mepmeelitian.
Keempat mengenai sistematika penulisan yang bpesibabakan tesis
secara menyeluruh mengenai isi tesis ini.
BAB 2 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Pada bab ini membahas peran notaris dalam mekanseneéirian
perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang ndéhdaahun 2007
tentang Perseroan Terbatas beserta tanggung jasrap melekat pada
notaris sebagai pejabat umum yang berwenang mendkiat otentik
berbagai perbuatan, perjanjian dan penetapan tekmakta otentik
pendirian suatu Perseroan. Kemudian dihubungkagaiekinerja Sistem
Administrasi Badan Hukum dalam proses pengesahawlinmn suatu
badan hukum yang dimiliki Direktorat Jenderal Adisirasi Badan
Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HANIerbagi
dalam sub bab sebagai berikut:
2.1 Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

2.1.1 Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH)

2.1.2 Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

2.1.3 Latar Belakang Berlakunya Sistem Administrasi BaHakum

(SABH)
2.1.4 Maksud dan Tujuan Berlakunya Sistem Administrasitesn
Administrasi Badan Hukum (SABH)

2.1.5 Alur Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui SABH
2.2Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas berdasankdang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2.2.1 Pembuatan Akta Pendirian

2.2.2 Pengesahan oleh Instansi yang berwenang

2.2.3 Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan

2.2.4 Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia
2.3Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

2.3.1 Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum

2.3.1.1Notaris Sebagai Pejabat Umum
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2.3.1.2Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

2.3.2 Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

2.3.3 Proses Pengesahan suatu Perseroan menjadi BadamHuk

2.4Analisa Terhadap Persoalan Penggunaan Sistem Astramii Badan

Hukum (SABH) Oleh Notaris

2.4.1 Hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam rapkamn
peranannya dalam proses pengesahan Perseroan aerbat
melalui SABH.

2.4.2 Akibat Hukum Terhadap Peran Dan Tanggung Jawabridota
dalam proses Pengesahan Perseroan Terbatas ns&Hi

BAB 3PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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BAB 2
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARISDALAM PROSES
PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

2.1 Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republdoiresia, khususnya
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, memyainunit kerja yang
memberikan pelayanan kepada publik yaitu pelayaj@ma hukum kepada
masyarakat di bidang pengesahan badan hukum yargerbek Perseroan
Terbatas (PT). Pelayanan tersebut dilaksanakamdsl@tu sistem yang disebut

Sistim Administrasi Badan Hukum.

2.1.1 Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum

Sistem Administrasi Badan Hukum yang dahulu diseBigminbakum
memiliki berbagai macam pengertian. Sisminbakunaddsistem komputerisasi
dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian doedian hukum oleh
Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum Depada Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia.

Sisminbakum dalam Keputusan Menteri Kehakiman dak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01. tahun @QOfisebutkan sebagai
berikut:

Penerapan Sistem Administrasi Badan hukum adalakerapan prosedur
permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengaggumakan
komputer atau dengan fasilitasme page/web site

Pengertian Sisminbakum lainnya menyebutkan Sisrkinmbasebagai suatu

sistem komputerisasi dalam proses pengesahanigeesependirian suatu badan

! Muhammad Azhari dan Rudi Indrajay®jengenal SisminbakunmCet. I, (Bandung: CV.
Dinamika Putera, 2001), him 17.

12
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hukum oleh Direktorat Jenderal Administasi hukum ugm Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indongsia.

Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Syamsuddin &aSinaga disebut
sebagai suatu bentuk pelayanan kepada masyaragatgdmerikan oleh
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi ManusiaRepubtibnesia khususnya
Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum dengaenggunakan sistem
komputerisasi dalam memprosespermohonan pengesaktan pendirian dan
permohonan persetujuan danpenerimaan/laporan pembanggaran dasar
perseroan terbatas, yangdilakukan secara onling gapat diakses oleh seluruh
notaris pada situs http://www.sisminbakum.ct®ekarang pengaksesan Sistem
Administrasi Badan Hukum telah berganti menjadi
http://www.sisminbakum.go.id.sejak diambil alih peperasiannya oleh
pemerintah yang mana sebelumnya pengoperasianigiulin oleh pihak
swasta.

Sekarang ini penyebutan Sisminbakum telah diubahjade SABH yang
merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Badakum. Dalam Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik InddaeNomor M.HH-
02.AH.01.10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengdpeamohonan Pengesahan
Badan hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan AamgDasar, Penyampaian
pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perub@bta Perseroan,
menyebutkan Pengertian Sistem Adminitrasi Badan urukSABH) sebagai
berikut?

Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnysindkat SABH

adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masgtadalam proses
pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian pesefperubahan
anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perulbalggaran dasar dan
perubahan data perseroan serta pemberian inforfa@snya secara
elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorahdd&eal Administrasi

Hukum Umum.

2 Romli Atmasasmita:Sistem Administrasi Badan Hukumiedia Notariat (6 Januari 2001), him
61.

% Syamsuddin Manan Sinagéebijakan Pemerintah Dibidang Kenotariatan Perserdkerbatas
Dan YayasanMedia Notariat (Edisi September-Oktober 2004), K.

* Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asashidia Republik Indonesia tentang Tata
Cara Pengajuan Permohonan Pengesahaan Badan Hubxs®rddn, Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perulfaiggaran Dasar, dan Perubahan Data
Perseroan, Nomor: M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009, psngka (2).
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Peraturan Menteri tersebut mencabut Keputusan MeKghakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HTQQ1Tahun 2007, tanggal
21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan penaio Pengesahan Badan
hukum dan persetujuan perubahan Anggaran DasarerBars Terbatas,
Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran HasaPerubahan Data
Perseroan.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) mencakupekasihan fungsi
dari sistem tersebut. Bukan hanya sebagai suatensigang digunakan dalam
proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu bdadamm oleh Direktorat
Jenderal Administasi hukum Umum Departemen Kehakirdan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, tetapi juga dalam pogemberian persetujuan
perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitaeuaipahan anggaran dasar
dan perubahan data perseroan serta pemberian adgbriinnya secara
elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktoratdéeal Administrasi Hukum
Umum.

Kehadiran SABH sebagai peremajaan dari Sisminbaklimrapkan akan
mempermudah pekerjaan (simplifikasi). Kemudian &ingelayanan pun akan
lebih cepat, akurat, efisian serta tepat waktu.

2.1.2 Pengaturan Sistim Administrasi Badan Hukum

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum dittasapada :

a. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusigpuRlik
Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan dedapenyampaian
ataupun tata cara pengajuan permohonan :

1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusauRlik
Indonesia tanggal 4 Oktober 2000 nomor M-01.HT.D1t&hun
2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi B&tldeum Di
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depate
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

2. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusauRlik
Indonesia tanggal 12 Juli 2002 nomor M-05.HT.01t&Hun 2002
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tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan hhiku
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depade
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ridpuhdonesia
yang berhubungan dengan pengaturan tata cara ppajamataupun
tata cara pengajuan permohonan :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ridpub
Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.10 Tahun 2009 tentdraja
Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan huksemoBs,
Persetujuan  Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian
pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Peruli2éia
Perseroan;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ripub
Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tent®&aitar
Perseroan;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManuspuRlik
Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.02 HIMtahun
2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan TefDatam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

c. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umdoerkaitan
dengan Sistem Administrasi Badan Hukum:

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Repubtiknesia

tanggal 22 Januari 2003 nomor C-01.HT.01.01 tah2®32entang

Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta

PendirianDan Persetujuan Akta Perubahan AnggaraarlRerseroan

Terbatas.

2.1.3 Latar Belakang Berlakunya Sistem Administras Badan Hukum
Sekarang dan dimasa-masa mendatang, kegiatan ek@usial, politik dan
bahkan kebudayaan tanpa dapat dihindarkan akannmiadknyak dilakukan

dengan memanfaatkan jasa jaringan komputer dakotalenikasi elektronik.
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Kegiatan dengan pendekatgraperless jasa komputer dan telekomunikasi
elektronik ini nantinya akan memperoleh posisi yaagtral dalam kegiatan umat
manusia sehari-hari. Oleh karena itu, para ahliuhuladministrasi negara dan
hukum tata negara, para penentukebijakan dan jagapengamat serta peminat
mengenai urusan-urusan administrasi yang berkadangan fungsi-fungsi
kenegaraan dan pemerintahan harus juga turut mampegkan pentingnya jasa
komputer dan telekomunikasi elektronik ini di masendatang.

Kehadiran SABH adalah berdasarkan kebutuhan daottimperkembangan
dalam masyarakat dan dunia bisnis di Indonesiaidffsi dan penghematan ruang
dan waktu dalam sistem ini dibuatberdasarkan kdiautudan tuntutan yang
berkembang dalam masyarakatdan kalangan pebismdathesia. Dengan sistem
manual kendala waktumasih menjadi hal yang sangamnberatkan, karena
seluruh prosedurdilakukan secara manual dan pemgesdaerhadap suatu
permohonanPerseroan Terbatas dapat memakan watduldyebulan lamanya
danbahkan sampai satu tahun.

Cara kerja sistem yang lama (manual) dapat diunaskedagai berikdt:

1. Pada Sistem lama Seluruh pekerjaan dilakukan setanaal, mulai dari
penerimaan berkas dari pihak notaris yang melippgingecekan
kelengkapan dan nama, pembayaran dan pembuatan kandali.
Setelah itu masuk ke dokumentasi dimana selurehnfiasih berbentuk
kertas laporan baik pendirian, persetujuan dan réapoSelanjutnya
korektor memeriksa yang akan kembali diperiksa dfapala Seksi
(Kasi) serta Kepala Sub Direktorat Teknis (KasubBiegdan hukum yang
nantinya akan diklarifikasi final Surat Direktur idata yang dilanjutkan
Pencetakan Surat Keputusan (SK) yang akan ditamgktaleh Dirjen.
Setelah jadi maka notaris akan mengambil dan didolaimentasinya di
bagian Tata Usaha.

2. Pada Sistem lama seluruh proses dilakukan secaraataering timbul

masalah keterlambatan, hal ini dikarenakan paraugpst harus

®> Mhd. Shiddiq Tgk, 200®erkembangan Pemikiran Dalam Iimu Huku@ekarta: Pradnya

Paramita, 2003), him 93.
® “Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)”, (b)frifsisminbakum.go.id/kumdag/news2php,

10 Oktober 2010.
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memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, giedanumlah
permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kegsapetugas yang
ada. Resiko terjadinylauman errorcukup besar dikarenakan setiap data
harus dicocokan kepada dokumen yang cukup banyak.

3. Sistem lama membuat proses tidak efisien bagi pataris, karena
notaris harus mengecek ke Departemen Hukum danAldaki Manusia
Republik Indonesia di Jakarta, ini dikarenakan regluproses hanya
dapat dilakukan dan dipantau di Jakarta.

4. Penelusuran terhadap proses yang sedang berlangsiihglilakukan
karena tidak adanya sebuah sistem online yang dapatantau proses
pembuatan.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang mendorongpepstah untuk
menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum, afaénd

1. Waktu
Dalam hal ini SABH dibuat dikarenakan apabila masienggunakan
sistem lama maka prosedurnya sangat memakan waktulgma.

2. Keamanan
Data para pemohon dan badan hukum dijamin dengan sé&tem
keamanan SABH dimana setiap notaris diberi4aer id danpassword
yang berbeda.

3. Kecermatan
SABH merupakan sebuah sistem yang memiliki tingdegiermatan yang
tinggi sehingga menjamin Surat Keputusan (SK) ydikgluarkan sesuai
dengan peraturan yang ada. Database SABH memuaulseBadan
Hukum yang ada di Indonesia yang dengan mudah dap&ses melalui
jaringan komputer.

4. Transparansi
Reformasi telah merubah segala pandangan masyarakhadap
pelayanan negara untuk warganya, hal ini melipndparansi atau

keterbukaan. SABH menciptakan sebuah kondisi yamgsh lalu tidak

" “Sistem Administrasi Badan /hukum (SABH)”, (c}t/sisminbakum.go.id/kumdag/news2php,
10 Oktober 2010.
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mungkin, melihat dengan jelas seluruh proses pergal pembuatan SK
Pendirian Badan Hukum. Maksud dan tujuan pengadin@isian proses
Pendirian dan Perubahan Badan hukum (terbuka matgrtutup) di
Indonesia, ke dalam suatu Bank Datdat@bas¢ sehingga akan
meningkatkan kinerja dari departemen khususnyaddilg pelayanan
masyarakat.

Tingkat keakurasian dan pencermatan dalam sistema lanempunyai
tingkatan yang rendah, oleh karena ituSABH mencoi@mberikan tingkat
kecermatan yang tinggikarena dalam pekerjaannyaantlib oleh sistem
komputerisasi denganbeberapa sistem pengkoreksinsgécara otomatis yang
disesuaikandengan peraturan yang berlaku, sehinggenjamin Surat
Keputusantentang akta-akta Notaris dikeluarkan aegseraturan yang berlaku.
Selaindaripada itu SABH juga menciptakan sistengy@ansparan,karena dalam
website SABH dilengkapi dengan fasilitas atau frianitoring untuk memantau

sudah sampai dimana proses pengesahan aktapertstmas tersebut.

214 Maksud dan Tujuan Berlakunya Sistem Administrasi Sistem
Administras Badan Hukum

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum, dalppmberian
pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang nfaatkan teknologi
canggih dengan menggunakan jaringaternet untuk memberi pelayanan jasa
hukum di bidang pengesahan badan hukum PT sehpejgganan kepada publik
dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. MEemgsstrasian proses
Pendirian dan Perubahan Badan Hukum (terbuka matgotutup) di Indonesia,
kedalam suatu Bank Data (database) sehingga akamngkatkan kinerja
Direktorat Administrasi hukum Umum Departemen Hukddan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia di bidang pelayanan arasat’

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Dan KMaksi Manusia
Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01 TAHUN 2008ntang Pemberlakuan
Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat JamatleHukum Umum

8 Romli Atmasasmitdpc. cit.
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Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republhklonesia,
SISMINBAKUM diberlakukan pada :
1. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan perubahggaran Dasar
Perseroan Terbatas; dan
2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan KeguitD&ektur Jenderal
Administrasi Hukum Umum.

Pembuatan dan program aplikasi Badan hukum inirdipekan sebagai
pengelola, baik di dalam pengurusan akta perusaBaampai pengesahannya
maupun sebagai pengelola bank data (data baseplabaan-perusahaan di
Indonesia. Sistem ini akan terus berkembang depgagembangan ke aplikasi
keseluruh instansi yang terkait, sehingga padarm@hi seluruh proses yang
berhubungan dengan pengurusan dan eksistensi paamsadapat dilakukan
dengan menggunakan pelayanan satu atap yang akapemeudah para notaris
dalam proses pengadministrasian dan pendaftarasaean.

Sistem online bukan saja untuk meningkatkan pelayanan Notarianda
pengesahan perseroan terbatas tetapi juga untulbamémkinerja Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengadministlasi mengembangkan
suatu penyimpanan data-data tentang perseroantaerkegar lebih tertib
administrasi dan lebih mudah untuk melakukan pesugan data.

2.1.4 Alur Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui SABH

Tiap Notaris yang akan mengakses SABH haruslah afenllan dirinya ke
alamat website www.sisminbakum.go.id. SelanjutngéaNs diberikan suatu kata
kunci ataupasswordyang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yaagad
dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bgksaan. Selain itu Notaris
juga dilengkapi dengaunser ID atau nama danser, biasanya adalah nama dari
Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membateu memulai pengaksesan
di dalamwebsiteSABH yang beralamat di www.sisminbakum.go.id.

Dengan demikian yang dapat melakukan permohonagegahan perseroan
terbatas melalui SABH adalah Notaris, dan tidakatld@gi biro jasa atau orang
lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mesdgangsung dalam proses

pengesahan tersebut. Hal ini ditegaskan dalamaraMenteri Hukum dan Hak
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Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AHXD Tahun 2009

tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesaldan Bukum Perseroan,
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampainaipeptahuan Perubahan
Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan,2ogaalj menyatakan bahwa
permohonan pengesahan badan hukum dapat diajughnpehdiri atau notaris.

Dalam hal ini pendiri tidak mengajukan sendiri nampendiri hanya dapat
memberi kuasa kepada notaris untuk melakukannya.

Berikutnya, sebelum Notaris melakukan pengaksemaetiut, maka Notaris
harus membayaakses featau biaya pengaksesan sebesar sebagai berikut :

a. untuk pemesanan nama perseroan sebesar Rp. 200(608ratus ribu
rupiah);

b. untuk proses pengisian DIAN Notaris dikenakan bipgagaksesan sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Permohonan pengesahan akta pendirian Perseroaatd®didaftar melalui
SABH dengan mengisi Data Isian Akta Notaris 1 ( DIA ). DIAN 1 adalah
Data Isian Akta Notaris dalam hal pendirian PermeroTerbatas untuk
mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman dimanarisxdtarus mengisi
antara lain :

1. Nama Perseroan dan Kedudukan Perseroan;
Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas;
Maksud dan Tujuan Dan kegiatan Usaha Perseroan;

Modal saham dan pemegang saham perseroan;

o k& DN

Pengurus perseroan.
Sebelum memulai pembuatan Akta Pendirian, Notaaigis lebih dahulu
mengecek nama perseroan. Hal tersebut dilakukaabeNotaris melakukan
login atau masuk ke dalam website SABH dengan memasukg&an ID dan
passwordnya.Notaris cukup mengetikkan “nama perseroan’aplealom yang
telah tersedia tanpa terlebih dahulu mengetik ndRE pada nama depan
perseroan yang akan di cek. Selanjutnya “mengkbkiibol submit setelah itu
Notaris dapat mengisi data-data perseroan apah#an& perseroan” tersebut
belum dipakai oleh perusahaan lain. Yang perlurtiggé&kan dalam pemesanan

“nama perseroan” adalah peraturan yang mengatdangnpemesanan nama
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tersebutyaitu “ditolak” ataupun “diterima”. Alasgenolakan Direktorat Jendral
Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Maawsialal:

1. Nama perseroan tersebut telah dipakai oleh pensdaia baik yang telah
mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM oraypng sedang
dalam proses pengesahan;

2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;

3. Sama atau mirip dengan suatu merk terkenal,

4. Nama perseroan tersebut menimbulkan adanya ketankantara perseroan
tersebut dengan lembaga pemerintahan, atau lenidadaga lain yang
dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang s$emé&aga-lembaga
internasional lainnya;

5. Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka saja;

6. Hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yaidgk membentuk kata;

7. Hanya menunjukkan maksud dan tujuan dari perseteesebut, contoh
“PT. Ekspor-Impor” dan sebagainya;

8. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perserosebtér misalnya “PT.
Dirgantara Teknik” tetapi bergerak dalam bidang-peakan;

9. Hanya merupakan nama suatu tempat atau wilayah saja

10.Ada tambahan kata yang mempunyai arti sama dengém “Perseroan
Terbatas”, contoh “PT. Samudera Co., “Co” ini siagi dariCorporate
yang artinya adalah perseroan.

Apabila nama perseroan belum terdaftar maka unteknastikan nama
perseroan yang akan digunakan dapat diterima dledk g<ementerian Hukum
dan HAM, harus melakukan pemesanan nama persenuak.Uoemesanan
namadilakukan dengan memilih menu Pendaftaran Diflu mengklik kalimat
“Pemesanan nama perseroan untuk pendirian PT”. Kadngelanjutnya adalah
mengisi data-data sesuai dengan perseroan yangdakakan dengan memilih
salah satu jawaban yang telah ada seperti dibawah i

1. Jenis perseroan diisi dengan cara mengklik salahj@aaban yang tersedia

seperti : Fasilitas umum, non fasilitas umum, PMAYIDN, BUMN,

° IndonesiaPeraturan Pemerintah Tentang Pemakaian Nama PeaseferbatasPP No. 26
tahun 1998 LN No. 39 tahun 1998, TLN No. 3740,5s.
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Perbankan. Lembaga non perbankan, usaha khusus;

2. Kedudukan Perseroan diisi dengan cara mengklibhsstu kota yang telah
ditentukan seperti Jakarta, Bandung, Medan, Suegbay

3. Status Perseroan, untuk semua perseroan yang aadrkah pendiriannya
maka statusnya adalah tertutup;

4. Akta Perseroan yang belum pernah mendapat pengedahakementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pendirian adal&ND Pendirian;

5. Ketikkan nama group perseroan tersebut apabilaspbaan tersebut adalah
salah satu group dari perusahaan yang sudah berlhadam. Bila tidak
mempunyai group dari perusahaan maka pertanyaasebtdr dapat
diabaikan atau dikosongkan;

6. Ketikkan pula singkatan dari perseroan yang akajukian, bila tidak ada
dapat diabaikan atau dikosongkan;

Bila data-data yang diisikan sudah sesuai dengéardida perseroan yang
akan dipesan namanya maka selanjutnya dapat mirigkiibbol Submit.Setelah
data-data yang diisikan telah dikirim, kini langkadelanjutnya adalah
memonitoring proses pemeriksaan nama perseroaebtar®leh pihak Dirjen
AHU bagian Direktorat Perdata mulai dari tahap peéksaan oleh Korektor,
Kepala Seksi serta Kepala Sub Direktorat (Kasubiatjan hukum terakhir oleh
Direktur Perdata, yang disertai tanggal, jam peksaannya danketerangan
proses tersebut. Untuk melihat proses pemeriksaananperseroan tersebut
adalah dengan cara mengklik menu monitoring yarigtéd di sebelah kiri menu
SABH kemudian klik nama PT yang akan dilihat proges

Apabila pemesanan nama disetujui maka selanjutiig&utan pengajuan
nama atau pendaftaran pemakaian nama. Pemesanakg@mnama PT yang
sudah didaftarkan adalah selama 7 hari namun dipatpanjang menjadi 60
hari. Apabila pemesanan nama yang dilakukan ditolak Dirjen AHU maka
pada menu monitoring akan terdapat gambar amplo@ré pihak Dirjen AHU
memberitahukan alasan ditolaknya pemesanan nanszrpan tersebut, maka
harus dilakukan penggantian nama perseroan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penggamama sama seperti

ketika akan melakukan pemesanan nama perseroan taaly dijelaskan
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sebelumnya, klik menu cek nama lalu ketikkan nam@sgeroan baru yang akan
menggantikan nama perseroan yang ditolak setelaldapat mengklik tombol
Submit Pada halaman pemesanan nama diharuskan memiiitt f¥yaitu
penggantian pemesanan nama perseroan karena diielagan cara mengklik,
hal ini dilakukan agar nomor nomor kendali samibng (bukti pembayaran) atas
nama perseroan tersebut tidak ditagih lagi. Sefiaygupilih nama perseroan yang
akan diganti namanya dengan cara mengklik nameaeq@ens yang dimaksud,
selanjutnya periksa kembali data-data perseroandd&@suaikan kembali seperti
sebelumnya. Setelah selesai baru mengklik tor8bbmit.

Apabila nama perseroan yang telah diperbaiki berselisetujui maka
selanjutnya baru dapat melakukan pengajuan nansenpan. Pengajuan nama
perseroan yaitu tahapan yang harus dilakukan umhédanjutkan proses
pemesanan nama perseroan yang telah diterima sebbatas waktu 30
(tigapuluh) hari sejak nama perseroan tersebutimitde nama perseroan tersebut
diterima dan harus melakukan pengajuan nama againder daribatas masa
berlakunya éxpired. Apabila tidak dilakukan pengajuan nama samptishmasa
berlakunya maka data akan terhapus dengan seradolali sistem.

Pada tahap pengajuan nama terlebih dahulu harusbayam Pembayaran
Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 200.000a ¥dtws ribu rupiah) ke
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baru det#la mengisi tanggal
pembayaran PNBP dengan format yang telah disedipgda menu PNBP dan
pengisian dokumen pendukung DIAN dalam PraDIAN-I.

Proses selanjutnya adalah langkah lanjutan yangs halui setelah pengajuan
nama dan sebelum tahapan Dian |. Pada tahaparemilim dokumen atau syarat
yang harus diserahkan ketika memasukkan atau nmakgm dokumen fisik.

Langkah-langkah yang diharus lakukan untuk pengipi@asyarat DIAN | atau

1% pjlihan nama yang akan tampil apabila nama yaag diajukan belum terdaftar adalah :

1. Pemesanan Nama Perseroan untuk Pendirian PT.

2. Pemesanan Nama Perseroan untuk Pendirian PT —Ratekuran Perseroan

3. Pemesanan Nama Perseroan untuk Ganti Nama PT.

4. Pemesanan Nama Perseroan untuk Ganti Nama PTPsergasuaian UU Nomor 40 Tahun
2007 tentang PT
Pemesanan NAma Perseroan untuk Ganti Nama PT Mutger Penggabungan
Penggantian Pemesanan Nama Perseroan Karena Ditolak

oo
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Pra DIAN | adalah dengan memilih menu Pra-DIAN élasjutnya pilih nama

perseroan yang akan diajukan proses Pra-DIAN Ingelaya klik kata yang

bertulis Prasyarat DIAN | yang berada pada bag@ing kanan pada halaman

Pra-DIAN |. Data-data yang harus dilengkapi dibaggnjadi 3 sesuai dengan

jenis perseroan yaitu :

1.

Prasyarat Wajib

Prasyarat wajib adalah dokumen pendukung yang hdissrahkan ke

LOKET SABH untuk diperiksa untuk itu harus memilgemua dokumen

tersebut di bawah ini dengan mengklik pada kolongytersedia yaitu:

a.
b.

Salinan Akta Pendirian Perseroan;

Bukti Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukank)Pajatuk
Pengumuman dalam TBN RI (Tambahan Berita Negaraulbtiép
Indonesia);

Bukti Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukank)Pajatuk
Pemakaian Nama;

Bukti Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan k¥Rajak

Pengesahan serta Surat Keterangan Alamat Lengkapr&an.

Prasyarat Kondisional

a.

Bukti Setor Modal dan Bank: Wajib untuk semua PeadiPerseroan
Terbatas (PT) kecuali Peningkatan dan CV menjadsdPean Terbatas
(PT);

Neraca Akhir Perusahaan : Bila Peningkatan dan @vijadi Perseroan
Terbatas (PT);

Penyetoran Modal - Saham dalam bentuk barang, Asgbra
Pengumuman dalam Dua Media Masa : Bila penyetoradall- Saham

dalam bentuk barang selain uang.

Prasyarat Opsional

a.

Salinan Akta Peleburan apabila pendirian perseyaaig sedang diproses
dalam rangka peleburan;

Surat Keputusan (SK) Menteri tentang status badakurh Perseroan

apabila salah satu pendiri adalah badan hukum#hoense

SK Menteri tentang status badan hukum Yayasan lapaalah satu
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pendiri adalah Yayasan;
d. SK Menteri tentang status badan hukum Perkumpuytabita salah satu
pendiri adalah Perkumpulan;
e. SK Menteri tentang status badan hukum Koperasi iEpaalah satu
pendiri adalah Koperasi;
f. Peraturan Pemerintah dan/atau SK Menteri Kcuangabila Perseroan
dalam bentuk Perseroan Persero;
g. Peraturan Daerah apabila salah satu pendiri ataaterintah Daerah.
Setelah mengisi data-data Pra-DIAN | selanjutnyangis data-data pada
proses DIAN I. Pada menu DIAN I ini harus mengisikeomor dan tanggal akta
yang diproses data perseroan sesuai dengan yandata akta yaitu alamat,
jangka waktu, modal serta maksud tujuan persekamudian klik menu DIAN |
yang terdapat dibagian kiri menu SABH, setelalm®ngisi :
1. Data-data perseroan dan data pokok perseroan $diesidat:

a. Nama perseroan yang akan dilakukan proses pengeBdAl |;

b. Alamat Perseroan, Jangka Waktu dan Jangka WaktunTdbntuk
Jangka Waktu terdapat pilihan TERBATAS atau TIDAK
TERBATAS.

2. AKTA Perseroan dengan data-data yang harus diahdsebagai berikut:

a. Tempat Kedudukan yang akan tercetak pada Surattsgu

b. Akta Pendirian, denganmengisikan nomor akta, tangd#a, dan
nama notaris atau notaris pengganti/protokol, dankuat akta dapat
diabaikan apabila pembuat akta dan penyampai akikata sebagai
notaris login;

c. Nama Notaris Pendirian diisi apabila pembuat akteah notaris yang
login;

d. Notaris Pengganti atau Notaris Pemberi Protokader Bembuat Akta
diisi bila pembuat akta adalah notaris penggaatil &otaris pemberi
protokoler;

e. Akta Perubahan diisi apabila akta yang disampaikamya 1 akta,
maka untuk akta perubahan ini dapat diabaikan.tBridapat 2 ( dua )
buah akta dengan ketentuan seperti item diatas mddaat
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mengisikan data-data seperti pada akta pendirian;

f. Akta Perbaikan diisi apabila terdapat koreksi giatunya perbaikan
yang datangnya dan pihak Kementerian Hukum dan KHa&si
Manusia. Untuk pengisiannya sama seperti item sgt

g. Penyampai Akta dapat memilih penyampaian akta yédtiaris Login
atau Notaris Pengganti/Protokoler;

h. SK Penetapan Notaris Pengganti diisikan nomor SKtdaggal SK
penetapan Notaris Pengganti apabila disalah satudaktas terdapat
pembuat akta atau penyampai akta adalah notarggpan.

3. Modal saham, data-data yang harus diisi adalalgaebarikut:

a. Modal dasar perseroan, modal keseluruhan yang w#dunleh
perseroan tersebut, notaris mengisikan pada terngpag telah
disediakan, misalnya Rp. 1.000.000.000,- yang tkkdtanya
1000000000 tanpa menggunakan titik dan kata Rpiaini;

b. Modal ditempatkan yaitu modal yang telah ditempatkdéeh para
pemegang saham perseroan tersebut, jumlah minimalglah 25 %
dari modal dasar;

c. Modal disetor yaitu sejumlah modal yang telah disgtenuh oleh
para pemegang saham perseroan tersebut;

d. Jumlah disetor yaitu mempunyai nilai sama dengadaindisetor;

e. Jumlah seluruh saham yaitu jumlah keseluruhan sataam dipunyai
para pemegang saham perseroan;

f. Jumlah saham ditempatkan yaitu sejumlah saham yiabgh
ditempatkan oleh para pemegang saham,;

g. Nilai nominal saham yaitu harga nilai dari selemésinam.

4. Pendiri Perseroan dengan data-data yang haruyaliisi

a. Pemegang saham perseroan yaitu perorangan ataagaratau badan
hukum yang mempunyai andil dalam mendirikan peeserrsebut
dengan memiliki saham pada perseroan tersebut atenyetor
sejumlah dana untuk berdirinya perseroan tersebut;

b. Pengurus perseroan, minimal mempunyai satu oraegslidan satu

orang komisaris;
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c. Saham yaitu jumlah saham per-lembar yang dimillehgpemegang
saham tersebut;

d. Nilai saham yang berbeda, diisi apabila saham-sajlamempunyai
nilai yang berbeda, pertanyaan ini dapat dikosomgipabila tidak
terdapat perbedaan nilai saham;

e. Klasifikasi saham diisikan apabila saham-sahamnyampunyai
klasifikasi saham seri A 100 dan jumlah saham BeBO dan lain
sebagainya. Pertanyaan ini dapat diabaikan apaioiték terdapat
perbedaan klasifikasi saham;

f. Data pribadi, yaitu data-data pribadi pemegang reabtau pendiri
perseroan meliputi nama lengkap, alamat, kota, &rtgmggal lahir,
pekerjaan, nomor KTP atau passport, kewarganegaBiknpendiri
perseroan dibawah umur maka Nama Wali atau Pakspas diisi.

5. Maksud dan tujuan perseroan yang diisi adalah ntbkiun tujuan yang
terdapat dalam anggaran dasar perseroan yang teesuaikan dengan
nama perseroan. Untuk maksud dan tujuan persesaat dibagi menurut
jenis perseroan Vyaitu :

a. Mencocokkan dengan data-data maksud tujuan yamaty tersedia,
diperuntukkan bagi jenis perseroan Non FasilitasuthimPerbankan,
Lembaga Keuangan Non Perbankan dan Usaha Khusus.

b. Mengisikan data-data maksud tujuan perseroan sdengan aktanya,
diperuntukkan bagi jenis PMA, PMDN dan BUMN.

Bila data pokok perseroan, akta perseroan, modwnsgpendiri perseroan
dan maksud tujuan telah diisi semua dengan aktasdgala syaratnya dengan
benar maka pengisian DIAN 1 telah selesai.Untuk gakhiri maka dapat
mengklik menu DIAN 1 telah selesai. Sehingga datizdersebut dapat diperiksa
sudah menyelesaikan DIAN 1 maka proses selanj#dgtah memonitoring.

Seluruh proses transaksi yang sudah dilakukan spg@kesanan nama
perseroan sampai dengan proses SK dapat diketéduwidapat dimonitoring
prosesnya lewat menu monitoring. Transaksi-transaksy telah dilakukan akan
tercatat dalam bentuk tanggal dan jam saat transakgbut. Caranya klik menu

monitoring selanjutnya ketik nama perseroan yangna#limonitor prosesnya
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seperti pemesanan nama perseroan, pengisian dasgapt serta pengisian
DIAN, maka tanggal dan jam saat transaksi akarh&grpada menu ini.

Dalam proses untuk data ke daldatabaseatau bank data SABH dapat saja
terjadi suatu kesalahan karena tidak sesuai dehkgtantuan atau peraturan
perundang-undangan. Beberapa tahap pemeriksaanddk&okan oleh Dirjen
AHU untuk menyetujui atau menerima transaksi yaslght dilakukan. Untuk
mengetahui apakah ada koreksi atau kesalahan ygekuldin dalam peng-
inputandata dapat dilihat pada menumonitoring.

Koreksi data DIAN dilakukan oleh korektor dilanjatk verivikasi data DIAN
oleh Kasie dan oleh Kasubdit setelah itu Klarifikatata oleh Direktur
Perdata.Apabila disetujui maka pada halaman mamgadelah terdapat tanggal
dan jam pada status DIAN tidak keberatan Menten.Bidaruskan menyerahkan
dokumen fisik perseroan selambat-lambatnya 30 $gak terdapatnya tanggal
dan jam pernyataan tidak keberatan Menteri.

Apabila terjadi pengkoreksian oleh Dirjen AHU maksda halaman
monitoring pada tahapan pemeriksaan korektor, fldasi Kasie dan Kasubdit
terdapat tanggal dan jam disertai kalimat dikorekisiu permohonan ditolak.
Untuk melihat lebih detail kesalahan yang haruedipiki maka caranya dengan
mengklik menu DIAN vyaitu tergantung dari transaksing telah dilakukan
misalnya DIAN 1. Pada bagian sebelah kiri namagrees tersebut akan terdapat
gambar amplop kecil maka klik gambar tersebut abtaliklik akan tampil
halaman baru yang berisi keterangan tentang kesalgang harus diperbaiki.
Setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan ketemaggag dimaksud maka
selanjutnya dapat menyelesaikan kembali proses DIAN

Langkah terakhir yang harus dipenuhi untuk melepgkeluruh rangkaian
aktivitas yang telah dilakukan sejak Pemesanan Naaagisian PRADIAN,
hingga pengisian DIAN adalah pengiriman DokumenkFiBilakukan dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sefjakggal pernyataan tidak
keberatan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia REpubdonesia, wajib
menyampaikan dokumen fisik sesuai yang dipilih pag@nu PRADIAN 1.
Keseluruhan dokumen tersebut dimasukkan ke LOKETBEBA Gedung

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Laritddepartemen Hukum dan
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Hak Asasi Manusia Jalan HR Rasuna Said Kavling FAKARTA.

Selanjutnya apabila dokumen atau data fisik tettseddah terpenuhi, maka
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indsiaeatau Pejabat yang
ditunjuk paling singkat 3 (tiga) hari atau palirgribat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
pernyataan “tidak keberatan Menteri” menerbitkamasiwkeputusan tentang
pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yaagdatangani secara
elektronis Surat pengesahan akan dikirimkan ke Notarisdmkrfukan. Dalam
praktek hal ini dapat memakan waktu sekitar satunggu hingga surat

pengesahan perseroan sampai ke kantor Notaris.

2.2 Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2.2.1 Pembuatan Akta Pendirian

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pers@@datas ditegaskan
bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang ahiln [dengan akta notaris yang
dibuat dalam bahasa Indonesia.Persyaratan dalaal fmsebut menyebutkan
unsur-unsur pokok dalam pendirian perseroan adhlakukan oleh minimal dua
orang, dengan akta notaris, dan dalam bahasa Is@one

Sekurang-kurangnya harus 2 (dua) orang karena dakandirikan Perseroan
harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disabas kontraktual sesuai
dengan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undanguiduRerdata, dimana
suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan reatoa orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau letghgikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dadandirian perseroan terbatas
hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang dimaksuanty disini adalah orang
perseorangan atau badan hukidm.

Dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas ldigeen akta notaris karena
UUPT mengharuskan pendirian PT dilakukan dalamuseakta notaris, selain

karena akta notaris adalah akta otentik.Dalam hukembuktian, akta otentik

|.G. Rai WidjayaHukum Perusahaar(Bekasi: Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc, B)0
him 153.
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dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikasdmpurna? Artinya bahwa
apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dgyer kebenarannya dan tidak
memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yanguitea) bukan akta notaris maka
permohonan pengesahan akta pendirian Perseroamtd®rdapat ditolak oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga akarekibat Perseroan
Terbatas tersebut tidak pernah ada.

Perjanjian pendirian perseroan Terbatas yang dikwleh para pendiri
dituangkan dalam suatu akta notaris yang disemgate“Akta Pendirian”.Wujud
pendirian perseroan dalam bentuk akta pendiriamg yAbuatdi hadapan notaris
yang telah disepakati oleh para pendiri memuatggisabnggaran dasarnya, sejak
ditandatanganinya akta pendirianperseroan oleh paeadiri sebenarnya
perseroan telah berdiri.Sifathubungan antar permdialah hubungan kontraktual
karena perseroanbelum memperoleh status badan Hidkum

Akta pendirian dibuat “dalam bahasa Indonesia”, dsukdalam bahasa
lainnya. Jikaakta pendirian tersebut ingin dibuatkdalam bahasa lainnya
(diluarbahasa Indonesia) maka berakibat Perserim@k fpernah lahir, sebab
“bahasa Indonesia” merupakan syarat yang ditentaleinUndang-Undang.

Akta pendirian pada dasarnya mengatur berbagai mmalsak-hak dan
kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam meilmgetian menjalankan
Perseroan Terbatas tersebut.Hak-hak dan kewajdraabiut yang merupakan isi
perjanjian selanjutnya disebut dengan “AnggaranaDgserseroan, sebagaimana
ternyata dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) UndadgnmPerseroan Terbatas.

Pasal 8 UUPT menegaskan bahwa akta pendirian mieanggaran dasar
dan keterangan lain berkaitan dengan pendiriarepmas. Ketentuan pasal 8 ayat
(2) UUPT menyatakan “keterangan lain” tersebut mensekurang-kurangnya:

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjgampat tinggal dan
kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tedmpadukan dan
alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusantédlemengenai

pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;

2R, SubektiHukum Pembuktiar(Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), him 27.
13 Udin Silalahi,Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaddiakarta: Badan Penerbit Iblam,
2005), him.26.
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b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjgampat tinggal
kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisamng pertama
kali diangkat; dan

c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagiaamsatncian
jumlah saham dan nilai nominal saham yang telalengatkan dan
disetor.

Dalam mendirikan perseroan, diperlukan kejelasan
mengenaikewarganegaraan pendiri.Pada dasarnya,n badkum Indonesia
yangberbentuk perseroan didirikan oleh Warga Negémdonesia atau
badanhukum Indonesia. Namun, kepada Warga Negarag Aastau badan
hukumasing diberi kesempatan untuk mendirikan batiakum Indonesia
yangberbentuk perseroan, sepanjang undang-undaggnyangatur bidangusaha
perseroan tersebut memungkinkan atau pendiriare@ens tersebutdiatur dengan
undang-undang tersendiri.

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengaturemangal-hal yang
tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian. Adagat-hal yang tidak boleh
dimuat dalam akta pendirian sebagaimana ditetapkaal 15 ayat (3) UUPT,
yakni:

a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham

b. Kententuan tentang pemberian manfaat pribadi kepaddiri atau pihak
lain.

Setiap pendiri perseroan wajib “mengambil bagianasd pada saatproses
pendirian sebagai bukti kepemilikan atas perserdan hartaperseroan yang
berbentuk saham, bagian saham dari pendiri inibdegmbil oleh pendiri untuk
berperan dalam mengambil keputusan padaRapat Umemedang Saham
(RUPS).

Pengecualian untuk “mengambil bagian saham” tidataku bagiperseroan
yang didirikan dalam rangka Peleburan. Rasio daliakt adanyakewajiban
mengambil saham bagi Perseroan Terbatas yang kdidiridalamrangka
Peleburan, oleh karena dalam Perseroan Terbatas)(Bangdidirikan, para
pemegang sahamnya adalah Perseroan Terbatas yabgrkeh diri sedangkan
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pendiri dari Perseroan Terbatas (Baru) yangdidirikedalah Badan Hukum

(Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas)yang micelliri.

2.2.2 Pengesahan oleh Instans yang berwenang

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas tidak cukupgatenakta otentik.
Merupakan suatu keharusan setelah akta pendiriassef®an Terbatas selesai
dibuat, mendapat pengesahan dari Menteri HukumH#nAsasi Manusia agar
Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum.

Anggaran Dasar badan hukum harus mendapat pengesahea resmi dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.Pengesahan ienteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia merupakanpembenaran Anggaranr Pasaeroan Terbatas
yang bersangkutan tidakdilarang Undang-undangk tidartentangan dengan
ketertibanumum dan kesusilaan.Di samping itu peaig@s juga menentukan
bahwa sejaktanggal pengesahan itu diberikan, maak situ pula badan
usahayang bersangkutan memperoleh status badamtaghingga telah menjadi
subyek hukum dan dengandemikian memiliki harta ka&a sendiri yang
terpisah dari hartakekayaan pribadi pengurus aadipnya.

Selanjutnya untuk dapat memperoleh pengesahanbtgysderdasarkan
ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Persefedmatas, prosedur yang
harus ditempuh adalah para pendiri Perseroan tgrsebara bersama-sama atau
melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jegaologi informasi
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara etelk kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi Datanlsrang memuat
sekurang-kurangnya:

a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;

b. Jangka waktu berdirinya perseroan;

c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modatati

e. Alamat lengkap perseroan.

Sebelum pembuatan Akta Pendirian maka didahuluga®mpengajuan nama

perseroan, lalu kemudian dilanjutkan dengan meigits isian.Dalam hal pendiri
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tidak mengajukanpermohonan sendiri, maka pendpatdmemberi kuasa kepada
notaris.

Terhadap permohonan ini ketentuan pasal 10 ayat Uiddang-undang
Perseroan Terbatas menetapkan jangka waktu perang@sdalam waktu paling
lama 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggé#h @endirian ditandatangani,
dilengkapi keterangan mengenai “dokumen pendukuBdamana permohonan
untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajuk#dajangka waktu 60
(enampuluh) hari tersebut maka akta pendirianmenjadal sejak lewatnya
jangka waktu tersebut, dan PerseroanTerbatas mdmdr demi hukum dan
pemberesannya dilakukan olehpendiri.

Apabila dokumen pendukung telah sesuai dengan theemte peraturan
perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi ugian langsung
menyatakan tidak keberatan atas permohonan yangargkutan secara
elektronik.Maksudnya bahwa permohonan yang diajukensebut sudah
memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukarasdengan ketentuan yang
berlaku.Sebaliknya apabila dokumen pendukung tekduai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, menteri langsung eréatiukan penolakan
beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)i berhitung sejak tanggal
pernyataan “tidak keberatan” Menteri Hukum dan Halasi Manusia, pemohon
yang bersangkutan wajib menyampaikan secara figiat spermohonan yang
dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua perggaréelah dipenuhi secara
lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Mertdekum dan Hak Asasi
Manusia menerbitkan keputusan tentang pengesahdan blaukum perseroan
yang ditandatangani secara elektronik.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri yangrtbeberlakunya
Anggaran Dasar perseroan secara menyeluruh teedap pihak, baik pihak
pendiri maupun pihak ketiga lainnya yangberkepegatindengan perseroan, maka
praktis Anggaran Dasarperseroan telah menjadi “Ogdmdang”’ bagi semua
pihak*

4 Ahmad Yani & Gunawan Wijay&eri Hukum Bisnis Perseroan TerbatékakartaPT Raja
Grafindo Widjaja, 1999), him 30.
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Perseroan memperoleh status badan hukum pada tadggebitkannya
keputusan Menteri mengenai pengesahan badan huktserpan.Ketentuan ini
menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebad@n hukum mulai
berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Eennengenai pengesahan
badan hukum perseroan.Dengan demikian, semua #&nd&kikum sebelum
pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab se&adirp perseroan secara
tanggung renteng.

Jika Perseroan telah memperoleh status badan hudtam pemegang
sahamnya menjadi kurang dari 2 (dua) orang, makmbat-lambatnya 6 (enam)
bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegahgnsavajib mengalihkan
sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengetuadham baru kepada
orang lain. Istilah “orang lain” yang dimaksud adabrang yang tidak merupakan
kesatuan harta, atau tidak memiliki harta bersaraduyantara pemegang
saham:°Apabila tidak dilakukan, maka pemegang saham bggtamgjawab
secara pribadi atas segala perikatan atau kerugary disebabkan oleh
perseroan.

Badan Hukum sebagai layaknya manusia mempunyaikevgam-
kewenangan dan tanggungjawab dalam melakukanparbpatbuatan hukum,
seperti menggugat atau digugat danmelakukan pedbbimtkum lainnya. Namun
demikian, badan hukum jikadibandingkan dengan mamasmiliki keterbatasan-
keterbatasan tertentu,yaitu kewenangannya akanasabgrgantung kepada
peraturan-peraturandalam anggaran dasathya.

Jadi kewenangan suatu badan hukum terbatas patikam yanmtra vires
yang sesuai dengan kecakapan yang diberikan olggaeandasarnya, sehingga
dengan demikian suatu badan hukum tidak bolehmkdaktindakan yang secara
tegas dilarang anggaran dasarnya ataudengan menimergkan keadaan-
keadaan yang menyertainya,perbuatan-perbuatan apatddinilai tidak akan
menunjangkegiatan-kegiatan sesuai ketetapan amggdesar, dan bukan

ditujukanuntuk kepentingan badan hukum.Anggaramardsisatu perusahaan juga

131G Rai Widjaya,Op.cit hal. 154.
6 Ahmad M RamliStatus Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasieari Dan Praktek,
(Bandung: CV Mandar Maju, 1994), him.37.
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menjadi “batas” bagikecakapan dan ruang lingkupdremgan badan hukum itu,
sehingga jikasuatu saat hal itu dilanggar maka tdajleatakan bahwa itu

telahmelakukan tindakaunitra vires’

2.2.3 Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan
Undang-undang Perseroan Terbatasmewajibkan dilakaanya pendaftaran
dan pengumumanperseroan.Suatu Perseroan Terbat&sdapat diakui sebagai
badan hukum dengan segalakonsekuensi hukumnya rakieapendirian suatu
PerseroanTerbatas harus disetujui oleh Menteri Kkpeten terlebih
dahulu,selanjutnya untuk melindungi  kepentingan eksr perseroan,
makaperseroan tersebut harus didaftarkan dalam ardafperusahaan
dandiumumkan dalam Berita Negara.Kewajiban pendaftalan pengumuman
tersebutdiselenggarakan oleh Menteri Hukum dan KMsa#isi Manusia, sesuai
Pasal 29 Undang-undang Perseroan Terbatas.
Secara garis besar ketentuan UUPT tentang Daftae®an seperti dibawah
ini :
1. Daftar perseroan memuat data tentang persesvanmngeliputi :
a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan lsggtatan usaha,
jangka waktu pendirian, dan permodalan;
b.  Alamat lengkap Perseroan sesuai dengan Pasal 5 UUPT
C. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan &femengenai
pengesahan badan hukum Perseroan sesuai dengdn7Pagat (4)
UUPT;
d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasampei@etujuan
Menteri sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUPT;
e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar tataygal
penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sesuai defPgsal 23 ayat (2)
UUPT;
f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuatpakidirian dan

akta perubahan anggaran dasar;

7 Ibid, him 38.
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g. Nama dan tanggal alamat pemegang saham, anggoéksDidan
anggota Dewan Komisaris Perseroan;

h.  Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dagahpenetapan
pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang ti#teghitahukan
kepada Menteri;

I Berakhirnya status badan hukum Perseroan;

J- Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yargamgkutan bagi
Perseroan yang wajib diaudit.

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengharuskimeksi
mendaftarkan akta pendirian dan Surat Keputusamgd3ahannya dalam daftar
perusahaan dan hanya mewajibkan Menteri untukmedkasudata perseroan
dalam Daftar Perseroan sebagai gantinya Daftar sBleaan.Pencatatan atau
pemasukan data perseroan ke dalam Daftar Persditakukan pada waktu yang
bersamaan dengan tanggal Keputusan Menteri mengssragesahan badan
hukum Perseroan Terbatas. Lebih lanjut mengenaard@erseroan ini diatur
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manus@mor M.HH-
03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan;

Tujuan dari pendaftaran perusahaan ini mencatarbbhhanketerangan yang
dibuat secara benar dari suatu perusahaan danrkarupamber informasi resmi
untuk semua pihak yangberkepentingan mengenai iidenperusahaan yang

tercantumdi dalam daftar perusahaan dalam rangkgamen kepastianberusaha.

2.2.4 Pengumuman Dalam Berita Negara Republik Indonesia

Mengenai Pengumuman PT, Menteri Hukum dan Hak Addanusia
mengumumkan dalamTambahan Berita Negara Republilonkgsia. Sebagai
mana ternyata dalam ketentuan pasal UUPT.

Adapun yang harus diumumkan oleh Menteri menuruPU@dalah :

1. akta pendirian perseroan beserta Keputusan Merdebagaimana

dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) UUPT;
2. akta perubahan anggaran dasar perseroan besert#uk@mp Menteri

dalam hubungan dengan perubahan anggaran dasatr;
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3. akta perubahan anggaran dasar yang telah diteemagritahuannya oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah berstatus badan hukum Menteri “wajib” umhdngumumkan dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalamgkmanwaktu 14
(empatbelas) hari sejak diterbitkannya Keputusamtbte tentang pengesahan
badan hukum. Keharusan diumumkan dalam Berita NMeBapublik Indonesia
yaitu sebagai publikasi yang lebih luas. Dalam falakapa yang diumumkan
dalam Berita Negara itu hanyalah berita tentanghtelidirikannya PT disertai
beberapa identitas penting. Jadi maksudnya adaah raasyarakat, khususnya
pihak ketiga perlu sekali mengetahui ketentuan aragg dasar Perseroan
Terbatas?®

Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukumsiak diterbitkannya
Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahannygadiedan hukum, namun
Perseroan Terbatas sempurna atau lengkap sebatgm bakum sejak tanggal
pemuatannya dalam BeritaNegara Republik Indoneflangan demikian
pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Repldi@nesia “tidak
menentukan” Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.

Pengumuman dan pendaftaran perseroan yang beraasamnklang-undang
perseroan ini dilakukan oleh Menteri tidak lagi niéin keterkaitan langsung
dengan tanggungjawab anggota direksi, tetapi Ighitla pengumuman kepada
para pihak lain dan data yang akan dipergunakanMenteri terkait sehubungan

dengan pendataan perseroan di Indor&sia.

2.3 Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Undang-undang Perseroan Terbatas menegaskan bamserdan didirikan
oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notarsyydibuat dalam bahasa
Indonesia.Notaris karena undang-undang diberi kangan menciptakan alat
pembuktian yang mutlak yaitu akta otentik, aktaanstadalah adalah akta otentik

yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurutukedan tata cara yang

8 Rudhi PrasetyaKedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatasi dPerseroan
Terbatas(Airlangga University Press, Surabaya, 1988m. 161.

19 Jamin GintingHukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 20andung: PT Citra Aditya
Bakti , 2007), him.53.
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ditetapkan dalam undang-undang, maksudnya ada&th akta yang isinya pada
pokoknya dianggap benar.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Norfoa&hun 2004
TentangJabatan Notariglisebutkan definisi notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang unteiknbuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud daldamg-undang ini.”

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diambil kesiampbahwa tugas pokok dari
notaris adalah membuat akta-akta otentik, dimarta akentik menurut Pasal

1870 BW (Burgelijk WetBoek) memberikan kepada pihak-pihak yang
membuatnya suatu bukti yang sempurna. Disiniladklerti penting dari profesi

notaris, yaitu notaris diberi wewenang menciptakalat pembuktian yang

sempurna oleh undang-undang, dalam pengertian bapavgang tersebut dalam
akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.iiaangat penting bagi pihak-

pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk skafperluan, baik untuk

kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suagha yaitu kegiatan di

bidang usah&’

2.3.1 Kewenangan Notaris Sebagai Peabat Umum
2.3.1.1 Notaris Sebagai Pgabat Umum

Istilah Pejabat Umummerupakan terjemahan dari afstilOpenbare
Amtbtenareryang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatanistbtan Pasal
1868 Burgerlijk WetboekBW).?’Menurut Kamus Hukufi salah satu arti dari
Ambtenaren adalah Pejabat.Dengan demikia@penbareAmbtenareradalah
pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian derggentingan publik,
sehingga tepat jikeOpenbare Ambtenareniartikan sebagai Pejabat Publik.

Khusus berkaitan denga®@penbare Ambtenaregang diterjemahkan sebagai

0 R. Soegando Notodisoejéjukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasddakarta: CV.

Rajawali, 1982), him 8.

2 |stilah Openbare Amtbtenareyang terdapat dalam Art. 1 dalaRegelement op het Notaris
Ambt in IndonesigOrd. van Jan. 1860) 5.1860-3, diterjemahkan mérpajabat Umum oleh
G.H.S. Lumban TobingReraturan Jabatan NotarjgJakarta: Erlangga, 1988hl.v.

%2 |stilah Openbare Amtbtenaregang terdapat dalam Pasal 1868 SW diterjemahkanjaciie

Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R.Tjitrosuditkgtab Undang-undang Hukum Perdata
(Jakarta: Pradnya Paramita 1983).

% N. E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk., dalam Habib AdjiSanksi Perdata dan Administratif
Terhadap Notaris Sebagai Pejabat PubliBandung: Refika Aditama, 2008), him.27
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Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang digagas untuk membuat akta
otentik yang melayani kepentingan publik, dan Kikasi seperti itu diberikan
kepada Notaris.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bhahwa

De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitéedyoegd, om
authentieke akten op te maken wegens alle haneéeling
overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene adgem
verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangiat bij
authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagteg te verzekeren,
de akten in bewaring te houden en daarvan grossischrif akten en
uittreksels uit te geven; alles voorzoover het dggnadier akten door
ene algemene verordening niet ook aan andere aratgenof
personen opgedragen of voorbehouden is

(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunyadmamg untuk
membuat akta otentik mengenai semua perbuatanangiarj dan
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan wataunoleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalamtus akta
otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimp&targya dan
memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuaepanjang
pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum flagk ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868KUH Perdata menyebutkan :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuaandabentuk yang
ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan gtejabum yang
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang at@mdkeberadaan
Notaris tidak memberikan batasan atau definisi rmeagPejabat Umum, karena
sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejalbaaum bukan hanya Notaris
saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diaiifkasi sebagai Pejabat
Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebdtgabat Umum kepada
pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakdammgan makna dari Pejabat
Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membidtd-akta tertentu saja
yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenisyaktasudah ditentukan, dan
Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Uminenkaitan dengan
wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJNMaaNotaris berwenang

membuat akta otentik, sepanjang pembuatan aktatakdabut tidak ditugaskan
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atau dikecualikan kepada pejabat atau orang l@mberian wewenaigkepada
pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Cat&#gui, tidak berarti memberikan
kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menkala fungsi sebagai Pejabat
Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentudah aturan hukum, dan
kedudukan mereka tetap dalam jabatannya sepertulsesebagai Pegawai
Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kar@atatan Sipil juga termasuk
akta otentik.Kepala Kantor Catatan Sipil yang meatldan menandatanganinya
tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris bemge membuat akta
sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau memtuuan hukum wajib dibuat
dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta terskanis berdasarkan aturan
hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatarNaitéais, sehingga Jabatan
Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi dibebutan lain yang berkaitan
dengan kewenangan Notaris: seperti Notaris seb@gaibuat Akta Koperasi
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi damdJKecil dan Menengah
Republik Indonesia nomor 98/KEP/ M.KUKM/IX/2004,niggal 24 September
2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Adgeetasi, kemudian Notaris
sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIWY)dsarkan Pasal 37 ayat
(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahurt 28@tang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakahbean sebutan lain
kepada Notaris seperti tersebut di atas telah ndemaemakna Pejabat Umum.
Seakan-akan Notaris akan rnempunyai kewenangamteiika disebutkan dalam
suatu aturan hukum dari instansi pemeriritah.

Dalam penataan kelembagaan (hukum), khususnya uxai&ris, cukup
untuk Notaris dikategorikan sebagai Pejabat Umuntau(asebutan lain
sebagaimana tersebut di bawah ini) saja dan tidaku pnenempelkan atau
memberikan sebutan lain kepada Notaris. Jika sumsfitusi ingin melibatkan
Notaris dalam rangka pengesahan suatu dokumen @tamat atau dalam

pembuatan dokumen-dokumen hukum, cukup denganjpktbahwa untuk hal-

2 Wawan Setiawaftekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukt{Varia Peradilan 48,
September 1989), him 7.

% Habib Adjie, 'Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat U@&anvoi Nomor 04.
Th. I, 3 September 2004), him. 32.
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hal tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris, cbnya:

1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terRanseroan Terbatas
menegaskan bahwa perseroan terbatas didirikan dehgz Notaris.

2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 168&ng Jaminan
Fidusia menegaskan bahwa akta Jaminan Fidusia tdibeagan akta
Notaris.

3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 280tang Yayasan
menegaskan bahwa yayasan didirikan dengan aktai$lota

4. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 286fang Partai
Politik, menentukan bahwa pendirian partai politilerus dengan akta
Notaris. Meskipun bukan sebagai badan hukum, nabang-Undang
Partai Politik mengharuskan pendirian suatu pg@aétik harus berdasarkan
suatu akta notaris.

Selain ity dalam BW untuk tindakan hukum tertentu diwajibldadam bentuk
akta otentik, yaitu :
a. Berbagai izin kawin, baik dari orang tua atau k#kekek (Pasal 71);
b. Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70);
c. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannyadP&47, 148);
d. Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79);
e. Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaa(fPgsal 176,
177);
f. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putessyagilan tentang
pemisahan harta (Pasal 191);
g. Pemulihan kembali harta campur yang telah dipiBats4l 196);
h. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisaha nd@n ranjang
(Pasal 237);
i. Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281);
j. Pengangkatan wali (Pasal 355);
k. Berbagai macam/jenis Surat wasiat, termasuk/dianyar penyimpanan
wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat s dan
pembagian harta peninggalan, fideicomis, pengaagkgbelaksana

wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencatyata(Bab
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Ketigabelas -Tentang Surat Wasiat);
|. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta petamggarisan (Bab
Ketujuhbelas - Tentang Pemisahan Harta Peninggalan)

m. Berbagai hibahan (Bab Kesepuluh - Tentang Hibalgn dProtes

nonpembayaran/akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD).

Dengan demikian Pejabat Umum merupakan suatu jabatag disandang
atau diberikan kepada mereka yang diberi wewendely aturan hukum dalam
pembuatan akta otentik.Notaris sebagai Pejabat Urkepadanya diberikan
kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karen&lotaris sudah pasti
Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Ngt&asena Pejabat Umum
dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat AktaT@PBAT) atau Pejabat
Lelang.

Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyaieeatk, yaitu :

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabafotaris, artinya
satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-gngiamg mengatur Jabatan
Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yangditerk Notaris di Indonesia
harus mengacu kepada UU3N.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang akeipt oleh
Negara.Menempatkan Notaris sebagai jabatan meropalau bidang pekerjaan
atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukuok tkeperluan dan fungsi
tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat lseveenbungan sebagai suatu
lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan hditaedasi aturan
hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat begalagan baik dan tidak
bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.Dedganikian jika seorang
pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di |lwswenang yang telah
ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatlanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasald(a), (2), dan (3)

% Habib Adjie,Op. cit.him. 31-32.
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UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenangriéaddalah membuat akta,
namun ada beberapa akta otentik yang merupakan nveengeNotaris dan juga
menjadi wewenang pejabat atau intansi lain, yaitu :
a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW);
b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat pengmippotik (Pasal 1227
BW);27

c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tlama konsinyasi
(Pasal 1405 dan 1406 BW);

d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK);

e. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)a{R&sayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tamggyu);

f. Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akemtukan
kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akaangakemudian igs
constituendum Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notargdakukan
tindakan di luar wewenang yang telah ditentukarkan@aoduk atau akta Notaris
tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak atdap
dilaksanakan{onexecutablePihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh
tindakan Notaris di luar wewenangtersebut, makaah®tdapat digugat secara
perdata ke Pengadilan Negeri.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkatdiaerhentikan oleh
Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidamegiokariatan (Pasal 1 angka
14 UUJN).Notaris meskipun secara administratif giat dan diberhentikan oleh
pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi suborsinbawahan) dari yang
mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian Notalsm menjalankan tugas
jabatanny&®

1. Bersifat mandiri (autonomous);

2. Tidak memihak siapapun (impartial);

27 Ketentuan Pasal 1227 BW tersebut terdapat dalaku BuBW. Menurut Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungetenkuan mengenai Hipotik dinyatakan
tidak berlaku lagi.

8 Habid Adjie,Op. cit.,him. 36.
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3. Tidak tergantung kepada siapa pun (independent)g yaerarti dalam
menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampleth pihak yang
mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang raeggatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan olemgrentah tetapi tidak
menerima gaji dan pensiun dari pemerintah.Notaaisyh menerima honorarium
dari masyarakat yang telah dilayaninya atau damahiperikan pelayanan cuma-
cuma untuk mereka yang tidak mampu.
e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masgarak

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masgangkng memerlukan
dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukundgta; sehingga Notaris
mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyaraéiag ydapat menggugat
secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dagduyka ternyata akta tersebut
dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan athrdgaum yang berlaku. Hal ini
merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada nmakga

Menurut Habib Adijie:

Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertianmpoeyai
wewenang dengan pengecualian.Dalam hal ini Pulaliigybermakna
hukum, bukan Publik sebagai khalayak umum. Notaébagai
Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabalikhdalam bidang
pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atgab#te Tata
Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari prodakimy-masing
Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai PejabdilikPyproduk
akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ekétian hukum
perdata terutama dalam hukum pembuktian.Akta tidemenuhi
syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yasiabéwnkret,
individual dan final.Serta tidak menimbulkan akibatkum perdata
bagi seseorang atau badan hukum perdata, kareaamskupakan
formulasi keinginan atau kehendaWwilévorming para pihak yang
dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadaptau oleh
Notaris.Sengketa dalam bidang perdata diperiksapehgadilan
umum(negeri).Pejabat Publik dalam bidang pemeramgbroduknya
yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikédna ketentuan
Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat gaba
penetapan tertulis yang bersifat, individual, damalf yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau bddamum
perdata, dan Sengketa dalam Hukum Administrasi rittge di
Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dépatpulkan
bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukaambBeptau Badan
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Tata Usaha Negafd.

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dalamg&dtesebagai Pejabat
Publik yang bukan Pejabat Tata Usaha Negara, dengawenang yang
disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabbi@aris, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 15 UUJN.

2.3.1.2 Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik

Notaris adalah ahli hukum yang bekerja di bidangbgali, misalnya
penandatanganan kontrak, kepemilikan tanah, trangekdagangan, dan lain-
lain.Mereka biasanya tidak berhak mendampingi klién pengadilan. Di
Indonesia terdapat organisasi lkatan Notaris Indgi@ane yang diatur dalam
Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01/2003 Pasaltir &G.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang memddia otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetgpag diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikekiendleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentdgjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta grosse, salinakutgpan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga dskegaatau dikecualikan kepada
pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undartiang.

Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam H&&8 KUH Perdata yang
menyebutkan:

"Akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yaditigntukan oleh
undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan @egsang
berkuasa/pegawai umum untuk itu ditempat dimana dikiuatnya”.

Suatu akta dikatakan otentik apabila memenuhi sgafzagai berikut:
a. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat dihadapegawai umum
yang ditunjuk oleh undang-undang;
b. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang dan caeanbuat akta
menurut ketentuan yang ditetapkan undang-undang;
c. Ditempat dimana pejabat yang berwenang membuateis@but .

Akta otentik mempunyai arti yang lebih penting dada sebagai alat bukti, bila

29 Habib Adjie,Op.cit, him. 31-32.
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terjadi sengketa maka akta otentik dapat digunaeagai pedoman bagi para
pihak yang bersengketa.

Peran notaris diperlukan di Indonesia karena dilaglakangi oleh Pasal
1866 KUH Perdata yang menyatakan alat-alat bekdiiti atas:
1.bukti tulisan;
2.bukti dengan saksi-saksi;
3.persangkaan-persangkaan;
4.pengakuan;
5.sumpah.

Pembuktian tertinggi adalah bukti tulisan.Buktitiéis ini dapat berupa akta
otentik maupun akta di bawah tangan dan yang bemgerdan yang dapat
membuat akta otentik adalah Notaris.Untuk itulagana menyediakan lembaga
yang bisa membuat akta otentik. Negara mendelemasugas itu kepada notaris
seperti tertera pada pasal 1868 KUH Perdata jo880/B mengenai adanya
Pejabat Umum, yaitu pejabat yang diangkat oleh emedan diberi kewenangan
oleh negara untuk membantu masyarakat dalam pearbakta otentik.

Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Notdas lambang yang
digunakan sebagai cap para notaris adalah lambaggranNotaris merupakan
satu-satunya kalangan swasta yang diperbolehkanggunaakan lambang
tersebut.Notaris adalah Pejabat Umum, hal ini dpjggt dilihat di dalam pasal 1
angka 1 UUJN.

Selain itu, Notaris juga diberikan wewenang lagpexti:*

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepaatggat surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan rftandt dalam buku
khusus.

3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangarupa salinan yang
membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambeatlam surat yang
bersangkutan.

4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengam asiiaya

30 ihat pasal 15 ayat (2) Undang-Undang nomor 30rt&i04 tentang Jabatan Notaris.
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5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pearbakta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang
Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang umteinbuat akta otentik,
mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarBkayak sektor kehidupan
transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukamanpeserta dari Notaris,
bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan diengan Akta Notaris yang
artinya jika tidak dibuat dengan Akta Notaris matkansaksi atau kegiatan
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 200#arignJabatan
Notaris telah mengatur pengertian dari notarisuyllibtaris adalah pejabat umum
yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kemgan lainnya
sebagaimana dimaksud undang-undang ini.
Disinilah letak arti penting dari profesi notarisitwa ia karena undang-
undang diberi wewenang menciptakan alat pembukgemy sempurna dalam
pembuktian bahwa apa yang tersebut dalam aktailofeada pokoknya dianggap
benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang guomkan alat pembuktian
untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupunkikepentingan suatu usaha.
Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugakkpada pejabat lain
atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatanepadanya antara laitt :
1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUK &®)
2. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpaoték (Pasal 1227
KUH Perdata).

3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tungkatesinyasi (Pasal
1405 dan Pasal 1406 KUH Perdata).

4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan PasaKRHD).

5. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUH Perdata).

2.3.2 Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
Ada 3 (tiga) syarat utama yang harus dipenuhi pkidiri perseroan, ketiga

%1 R.Soegondo Notodisoerj®p.cit, him 53.
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persyaratan tersebut adalah sebgai befkut:
1. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Ketentuan Pasal 7 UUPT menyatakan bahwa perseraars flidirikan
oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notanmy ydibuat dalam bahasa
Indonesia.lstilah mengenai orang sebagaimana ds adalah orang
perseorangan atau badan hukum.Rumusan ini padangasmempertegas
kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalagtenkuan umum
mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undangadgdiukum Perdat}.

Perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas ini jugduk sepenuhnya
pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimatar dialam Pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disamping katentkkhusus yang di
atur dalam UUPT. Menurut Pasal 1320 Kitab Undangduhg Hukum Perdata,
suatu perjanjian hanya sah jika:

a. Pihak yang berjanji adalah mereka yang cakap ddlakum dengan
pengertian bahwa pihak tersebut dianggap mampukuntalakukan
tindakan atau perbuatan hukum;

b. Dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara pihak yang
berjanji;

c. Adanya suatu obyek yang diperjanjikan;

d. Bahwa perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang alhalyang
diperkenankan oleh hukum, peraturan perundang-gasagang berlaku,
ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kelmagaag berlaku di
masyarakat.

2.Didirikan dengan akta otentik

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang diakwleh para pendiri

tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris, pengrti harus otentik, tidak

boleh dibawah tangan melainkan oleh pejabat umum dilam bahasa

Indonesia, bukan dalam bahasa inggris atau baledsesdé lain, tetapi itu

%2 Abdul Kadir Muhammad,Pengantar Hukum Perusahaan IndonesBandung: (PT. Citra
Aditya Bakti,1995), him 77

% CST. Kansil dan Christine S.T. KansMukum Perusahaan IndonesidJakarta: Pradnya
Paramita , 2001), him 116

#Ahmad Yani dan Gunawan Widjaj@p.Cit him 11
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bukan berarti bahwa tidak boleh diterjemahkan Kerddahasa laif?

Akta notariil merupakan akta otentik, dalam hukuempuktian akta
otentik dipandang sebagai alat bukti yang mengikan sempurna,
maksudnya adalah bahwa apa yang ditulis dalam #&itsebut harus
dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambaket bukti lain,
berbeda dengan akta di bawah tangan, baru akanadneapt bukti yang
sempurna apabila isinya diakui para pihak yang mexmya>®

3.Modal dasar perseroan

Para pendiri harus menetapkan besarnya modal Basseroan dengan
ketentuan minimal Rp.50.000.000 (lima puluh jutapiabh) serta
menempatkan dan menyetorkan modal dengan ketntaiarg sedikit 25%
(duapuluh lima persen) dari modal dasar harus gigekan dan disetor penuh
ke dalam perseroan. Ketentuan Modal Perseroanatirddalam pasal 31 dan
32 Undang-Undang PT.Nomor 40 tahun 2007.

Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan deangbukti
penyetoran yang sah dan pengeluaran saham lehit lamuk menambah
modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Berkenaan dengan dengan akta pendirian, diwajiltk@h undang-undnag
dalam bentuk akta notaris yang berarti akta otetikta otentik membuktikan
sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disgdlam bahasa latiacta
publica probant sese ipsapabila suatu akta dikatakan sebagai akta otentik
artinya menandakan dirinya dari luar, dari kateakgt sebagai yang berasal dari
seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap sat@ay dianggap sebagai akta
otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidedntik)3’

Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang dengagag dibuat uintuk
dijadikan bukti tentang suatu peristiva dan ditaadgani’®Sehingga dapat
dikatakan bahwa unsur-unsur yang penting untuk uswedtta ialah adanya
kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tediaiispenandatangan tulisan itu.

A. Pitlo, berpendapat bahwa: Akta adalah suatutsaag ditanda tangani,

% |1.G. Rai WidjayaQp. cit, him 153.

% Gatot Supramondjukum Perseroan Terbatas Yang Bafdekarta: Djambatan, 1996), him 6.
37 Lumban Tobing G.H.p.cit.,him. 121.

¥ R. SoebektiDp.cit.,him 25.
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diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untydedjunakan oleh orang untuk

keperluan siapa surat itu dibuat. Dalam hal yangas&udikno Mertokusuma

berpendapat, bahwa yang dimaksud Akta adalah garaj diberi tanda tangan
yang memuat peristiwa-peristiva yang menjadi dadari suatu hak atau
perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengafak upembuktian.

Penandatanganan merupakan suatu hal yang terpefgiagn pembuatan suatu

akta. Dengan menambahkan tandatangannya seseoi@rggap menanggung

tentang kebenaran apa yang ditulis dalam aktaberssau bertanggungjawab
tentang apa yang ditulis dalam akta’tu.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang diakwleh para pendiri
dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebagjate Akta Pendirian. Akta
Pendirian pada dasarnya mengatur berbagai macathakalan kewajiban para
pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankasefoan Terbatas tersebut,
hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakarergumian selanjutnya disebut
Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana ditegaskamakedalam Pasal 8 ayat
(1) UUPT#

Dalam suatu Akta Pendirian memuat Anggaran Dasarkeégéerangan lain,
sekurang-kurangny#:

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaampat tinggal dan
kewarganegaraan pendiri. Dalam mendirikan persedij@erlukan kejelasan
mengenai kewarganegaraan pendiri, pada dasarnyan badkum Indonesia
yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga rsegandonesia,
namundemikian kepada warga negara asing diberi nkgsan untuk
mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentulsepean sepanjang
undang-undang yang mengatur bidang usaha persert&asebut
memungkinkan atau pendirian perseroan tersebuurdidéngan undang-
undang tersendiri.

b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal latkerjpan, tempat tinggal

dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisang pertama kali di

% bid., him 26.
4% Ahmad Yani dan Gunawan Widjaj@p.cit, him 12.
41 C.S.T. KansilOp.cit, him 118.
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angkat;

c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagiamsaimcian jumlah
saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjaamildari saham yang telah
ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. Yamgaksud dengan
mengambil saham adalah jumlah saham yang diamddil pémegang saham
pada saat pendirian perseroan.

Namun dalam suatu akta pendirian tidak boleh menhalthal yang
berkaitan dengaff
a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham
b. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadideepandiri atau
pihak lain.

2.3.3 Proses Pengesahan suatu Per seroan menjadi Badan Hukum

Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pdrgegekta Pendirian
suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri Kehakimakari@eg disebut Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebelum Perseroan afashb tersebut
memperoleh status badan hukum, sebagai suatu syhjel mandiri dalam
hukum yang memilki hak-hak, kewajiban-kewajiban daarta kekayaan
tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakansaatwya saat mulai
berlakunya sifat kemandirian tersebtit.

Dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroarafbsrtelah menegaskan
bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badammhpada tanggal
diterbitkannya Keputusan Menteri tentang penges&easeroan Terbatas sebagai
badan hukum.

Para pendiri secara bersama-sama atau melalui rigggsanengajukan
permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri nmEng@engesahan
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, melalkai Tjaknologi Informasi
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara etekk dengan mengisi

Data Isian yang memuat sekurang-kurangnya :

*2 |bid.

43 Ahmad Yani dan Gunawan WidjajRerseroan TerbatagJakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2003), him. 22.
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1. nama dan tempat kedudukan;

2. jangka waktu berdirinya perseroan;

3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modatalisserta

5. alamat lengkap perseroan.

Pengisian data isian (DIAN) sebagaimana terselatasliharus didahuluidengan
pengajuan nama perseroan. Dalam hal pendiri tideakgajukan permohonan
sendiri, maka pendiri dapat memberi kuasa kepati&iso

Pengajuan permohonan pengesahan Perseroan Texblasami badan hukum
dalam Pasal 10 ayat (1) UUPT harus dilakukan dajangka waktu 60
(enampuluh) hari sejak tanggal akta pendirian dégsngani. Bilamana
permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri talakikan dalam jangka
waktu 60 (enampuluh) hari tersebut maka akta pemfirenjadi batal sejak
lewatnya jangka waktu tersebut, dan Perseroan frbmenjadi bubar demi
hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Proses permohonan pengesahan Perseroan Terbataskdil oleh Notaris
dengan mengakses SABH. Notaris diharuskan menggsiiddanpassworgang
bersangkutan pada menagin.User id darpassworddiberikan hanya kepada
Notaris yangtelahmengajukan permohonan serta ted@mgisiformulir yang
disediakan oleh Kementrian Hukumdan Hak Asasi ManRgpublik Indonesia.

Setelah login pada aplikasi SABH maka hal yang pertama kali $aru
dilakukan yaitu cek nama Perseroan yang akan didafh. Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26uiial998 Tentang
Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang pada dashiooat untuk mengatur
tata cara pengajuan permohonan persetujuan pemakai@a Perseroan serta
pedoman pedoman penolakan permohonan persetujuamkp@na nama
Perseroan, maka setiap pemakaian nama Perseras rhandapat persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.Bila nama Reese yang diajukan
tersebut belum terdaftar, maka yang harus dilakulkatalah melakukan
pemesanan nama Perseroan yang akan didaftarkabuerSecara otomatis oleh
sistem maka pemesanan nama Perseroan tersebuldikdnaya aksdee
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Setelah pemesanan nama Perseroan untuk pendirisseréd maka
selanjutnya adalah mengisikan data-data seperts jBerseroan dan tempat
kedudukan Perseroan serta singkatan dari Perséetapi bila tidak ada dapat
diabaikan. Bila data-data tersebut telah selesaiaslikkan maka selanjutnya
adalah memonitoring proses pemeriksaan nama Parseéeosebut, oleh pihak
Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia mulai dahap pemeriksaan
Korektor, Kepala Seksi serta Kasubdit Badan Hukuesebta tanggal, jam
pemeriksaannya dan keterangan proses tersebut.

Bila pemesanan nama diterima maka selanjutnya ladaagajuan nama.
Apabila nama yang dipesan tidak diterima oleh Keer@an Hukumdan Hak
Asasi Manusia, maka pada halaman pemesanan nansardzer diharuskan
memilih point No. 6 yaitu Penggantian Pemesanan aderseroan Karena
Ditolak agar nomor kendali sama dBilling atas nama Perseroan tidak ditagih
lagi. Pilihlah nama Perseroan yang akan digantikama Perseroannya dengan
cara memilih namaPerseroan yang dimaksud, selgajutmemeriksa kembali
jenis Perseroan, tempat kedudukan apakah telalisésngan data yang tertera
padaakta Pendirian Perseroan tersebut. Sama sepesis diawal, langkah
selanjutnya adalah memonitoring proses pengganaama yang telah dilakukan,
apakah nama Perseroan tersebut dapat diterimadétdak oleh Kementerian
Hukumdan Hak Asasi Manusia. Bila nama Perseroag ggresan diterima maka
langkah selanjutnya adalah pengajuan nama Perseroan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahu® tE#®ang pemakaian
nama Perseroan Terbatas, persetujuan pemakaianpeaseoan diberikan dalam
jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sggaknohonan pemakaian nama
diterima. Jangka waktu ini menjadi lebih singkahgkn sistem komputeraisasi
SABH. Pengajuan nama Perseroan adalah tahapanhgang dilakukan untuk
melanjutkan proses pemesanan nama Perseroan yamgliterima sebelum batas
waktu 60 (enam puluh) hari sejak nama Perserosseliat diterima. Nama
Perseroan akan terhapus dengan sendirinya oledmsapabila telah melewati
masa berlakunya.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengajmma Perseroan

yaitu pertama-tama memilih menu cek nama kemudidn Pengajuan Nama
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Perseroan setelah itu masukkan nama Perseroanajkamgdiajukan prosesnya.
Untuk mengajukan nama Perseroan terlebih dahulushsmdah membayarkan
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan mikangisinggal pembayaran
PNBP pada kolom yang telah disediakan. Setelah-didta tersebut selesai
dimasukkan maka selanjutnya adalah melangkah peaseg selajutnya yaitu
PRADIAN 1 (Prasyarat Dian 1).

PRADIAN 1 adalah proses lanjutan yang harus dilaleielah pengajuan
nama Perseroan dan sebelum tahap DIAN 1. Pada tafhapliharuskan
mengisikan tanda “Ya” pada dokumen-dokumen yangihaliserahkan ketika
memasukkan dokumen fisik. Langkah-langkah yangudhatilakukan dalam
untuk pengisian PRADIAN 1 vyaitu pertama-tama pihtenu PRADIAN 1
kemudian pilih nama Perseroan yang akan diajukéamdproses DIAN 1, dalam
tahap ini data-data yang harus dilengkapi diklesgikan menjadi tiga bagian
yaitu Prasyarat Kondisional, Prasyarat Wajib daasfarat Opsional.Prasyarat
Wajib, Prasyarat Kondisional dan Prasyarat Opsitweabeda-beda untuk setiap
jenis Perseroan.

Setelah selesai pada tahap PRADIAN 1 selanjutny@aseki proses DIAN
1 yang merupakan tahapan terakhir untuk pengisatn-data Perseroan. Bila
data-data yang telah diisikan sesuai menurut Di§etU maka hanya tinggal
memasukan dokumen fisik atau mengirimkan dokumesik fPerseroan ke
Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia dan tingg&nunggu proses
klarifikasi data-data yang telah dimasukan dengswuahen fisik.

Pengisian DIAN 1 dilakukan dengan mengisi data-dara Perseroan seperti
data pokok Perseroan, akta Perseroan, modal Pansguendiri Perseroan dan
maksud tujuan Perseroan pada halaman DIAN 1. Bidta-data yang telah
diisikan telah sesuai dengan akta dan semua patagaya, maka selanjutnya
adalah memilih DIAN 1-Selesai. Pada halaman inadiskan memilih kata “YA”
apabila yakin dengan pengisian data-data DIAN lgamua persyaratannya,
sehingga data-data tersebut dapat diperiksa olganDAHU atau memilih kata
“TIDAK” jika belum yakin untuk menyelesaikan penigis data-data pada DIAN
1.
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Setelah menyelesaikan tahap DIAN 1 maka prosesnjgéiga adalah
memonitoring atau melihat proses pengesahan Parseersebut. Pada proses
monitoring seluruh proses transaksi yang telahkdkan sejak pemesanan nama
Perseroan sampai dengan proses Surat KeputusamépKi diketahui prosesnya.
Transaksi-transaksi yang dilakukan akan tercatitnldentuk tanggal dan jam
saat transaksi tersebut dilakukan.Bila data-datey alah dimasukan mendapat
koreksi atau sesuatu yang harus diperbaiki dapéhatli dengan detalil
kesalahannya melalui menu monitoring. Apabila dEe yang dimasukan
diterima maka pada halaman monitoring telah terd#égaggal dan jam pada
status Dian Tidak Keberatan Menteri dan diharuskanyerahkan dokumen fisik
Perseroan tersebut selambat-lambatnya 30 hari t&@é&patnya tanggal dan jam
Tidak Keberatan Menteri.

Koreksi terjadi apabila dalam halaman monitoringdgatahapan
pemeriksaan korektor, Klarifikasi Kasi dan Kasub@itdapat tanggal dan jam
disertai kalimat dikoreksi atau permohonan ditoth&ertai dengan keterangan
tentang kesalahan yang harus diperbaiki.Tahap Dekurmsik merupakan proses
terakhir yang harus dipenuhi untuk melengkapi s#urangkaian proses
pengesahan badan hukum Perseroan sejak pemesamay BR&RADIAN 1,
pengisian Dian hingga penyerahan dokumen fisik.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga fpuhari sejak tanggal
pernyataan Tidak Keberatan Menteri Hukum dan HAM, Rotaris yang
bersangkutan wajib menyampaikan dokumen fisik sedaagan yang dipilih
pada PRADIAN 1. Keseluruhan Dokumen tersebut dikieen ke LOKET
SABH, Gedung Direktorat JEnderal Administrasi Hukubimum Lantai
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan HRumaSaid Kavling 6-7,
Jakarta.

Selanjutnya apabila dokumen atau data fisik teftseddah terpenuhi, maka
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indsaeatau Pejabat yang
ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari sejakggal pernyataan “tidak
keberatan Menteri” menerbitkan surat keputusan atent pengesahan akta
pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangacaraseelektronik. Surat

pengesahan akan dikirimkan ke Notaris berkedudukedam praktek hal ini
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dapat memakan waktu sekitar satu minggu hinggat g@agesahan perseroan
sampai ke kantor Notaris.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri meageengesahannya
sebagai badan hukum, maka status Perseroan Terbatgadi sebagai badan
hukum. Setelah berstatus badan hukum Menteri “Wajituk mendaftarkan
Perseroan Terbatas dalam Daftar Perseroan sertagumamkan dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalamgkmanwaktu 14
(empatbelas) hari sejak diterbitkannya Keputusamtbte tentang pengesahan
badan hukum. Yang diumumkandalam Berita Negara dlahyberita tentang

telah didirikannya Perseroan Terbatas disertaifa@aedentitas penting.

2.4 Analisa Terhadap Persoalan Penggunaan Sistem Administrasi Badan

Hukum Oleh Notaris

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republidoiesia telah
mengeluarkan kebijakan publik di bidang kenotandfabijakan publik yang
dikeluarkan pemerintah ini adalah untuk mendororgrwajudnya visi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republikioiresia yakni
memberikan pelayanan yang prima kepada publik.

Sebelumnya proses pengesahan yang semuanya bergusdakarta
menimbulkan jarak serta memakan waktu, sehinggaimietkan banyaknya
permohonan yang tertunda penyelesaiannya karerak g@ngecekan nama
hingga pengecekan dokumen membutuhkan waktu dagrrkatan yang tinggi
sedangkan dokumen yang masuk tidak sebanding dgngdah pegawai yang
ada. Dalam hal ini sering kdtuman error tidak dapat dihindari sehingga dapat
terjadi data yang ada tidaklah akurat.

Pelaksanaan secanmanual ini juga menimbulkan korupsi, kolusi dan
nepotisme dikalangan pegawai Departemen Hukum dak Asasi Manusia
terutama bila pihak notaris membutuhkan secepap®gesahan atas badan
hukum yang sedang diurusnya. Untuk menghadapi keneisebut di atas, maka
dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkegnloBbuatlah sistem
onlineyang dapat diakses oleh notaris seluruh Indonesia.

Dewasa ini kemajuan teknologi informasi telah meodg terjadinya

Universitas Indonesia
Peran dan tanggungjawab..., Devie Lambe, FH Ul, 2011.



57

konvergensi antara teknologi komunikasi, komputer dasontentHal ini
berimplikasi terhadap perubahan tatanan budayaurhuksosial danekonomi
dalam masyarakat yang diantisipasi agar masyar#k@bnesia lebih siap
menghadapi era globalisasi.

Kemajuan teknologi informasi ini telah membuat dunianpa batas
(borderles$ dan telah mengubah pola transaksi, bisnis mengdwln cepat dan
lebih mudah. Disamping itu, kemajuan yang sangagafpéi bidang teknologi
informasi memungkinkan dilakukannya pertukaran nimfasi jarak jauh seperti
pengiriman data atau dokumen secara cepat dengditakuyang sama dengan
aslinya serta mempunyai tingkat keamanan yang alpettanggungjawabkan.

Kondisi tersebut menimbulkan adanya supasibilitas perbuatan kontrak
yang dapat dilakukan tanpa perlu adanya pertemeeara langsung di antara
para pihak yang berkepentingan atau dikenal dersgidath “akta elektronik”.Hal
ini mempunyai relevansi yang erat dengan profesanmgselaku pejabat umum
yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta dtenti

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republdohesia, khususnya
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, memyainunit kerja yang
memberikan pelayanan kepada publik yaitu pelayajssa hukum kepada
masyarakat di bidang pengesahan badan hukum yabgritek Badan Hukum
Perseroan Terbatas (PT).

SABH adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyasaka diberikan oleh
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republidohesia khususnya
Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum dengaenggunakan sistem
komputerisasi dalam memproses permohonan pengesattanpendirian dan
permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan gleanbanggaran dasar
perseroan terbatas, yang dilakukan seoatme yang dapat diakses oleh seluruh
notaris pada situs http://www.sisminbakum.go.id.

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum at®BHFS dalam
pemberian pengesahan badan hukum perseroan tergetgs memanfaatkan
teknologi canggih dengan menggunakan jaringaternet untuk memberi
pelayanan jasa hukum di bidang pengesahan badamhBk sehingga pelayanan

kepada publik dapat dilakukan dengan cepat darn vegidu.
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Dalam prakteknya, pemberlakuan Sistem AdministBatdan Hukum Di
Direktorat Jenderal Hukum Umum Kementerian Hukunm Biak Asasi Manusia
Republik Indonesia, diberlakukan pada :

1. Permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan;

2. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasarder,dan

3. Penyampaian pemberitahuan perubahan anaggarandiesaerubahan data
perseroan yang diwajibkan oleh UU nomor 40 tahud72@ntang Perseroan
Terbatas.

Sistem Administrasi Badan Hukum dibuat berdasakamutuhan masyarakat
dan dunia usaha yang semakin berkembang sehinggduhehkan pelayanan,
terutama dalam pengesahan badan hukum yang cepakdeat.Sebelum Sistem
Administrasi Badan Hukum dibentuk, proses pengesahtau perubahan
badanhukum dilakukan secam@anual yang tentunya memerlukan waktu yang
lama.

Keuntungan dibentuknya Sistem Administrasi Badakudu itu sendiri itu
adalah:

1. jangka waktu pengesahan badan hukum menjadi plaimgl (satu ) minggu
dan paling cepat 3 (tiga) hari;

2. menghindari terjadinya kolusi, dan nepotisme yamgakhir dengan suap
dapat dihilangkan;

3. fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpemerlukan banyak
tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkiebdil oleh Kasubdit,
Direktur dan Dirjen dengan bantuan Notaris;

4. dengaonline sistem yang memungkinkan akses publik baik dirdategeri
mapun di luar negeri ke dalamome pageDirektorat Jendral Hukum dan
Perundang-undangan, maka Direktorat Jendral Hukwan @&erundang-
undangan memasuki era tranparansi dalam dunia usamg dapat
memberikan keuntungan timbal balik antara Notamsmigén Departemen

Hukum dan Perundang-undangan.
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24.1 Hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam menerapkan
peranannya dalam Proses Pengesahan Perseroan Terbatas
Melalui SABH
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asamnudia Republik
Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.10 Tahun 2009 tentdiaga Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, uRemsetPerubahan
Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubfaiggaran Dasar dan
Perubahan Data Perseroan pasal 2, berbunyi sdiegait:

(1) Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diaplkh
pendiri atau notaris kepada Menteri atau Pejabag d&unjuk.

(2) Dalam hal ini pendiri tidak mengajukan sendiri pehmnan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri haagatdnemberi
kuasa kepada notaris.

Peraturan Menteri diatas sesuai dengan ketentdamd®asal 9 ayat (3) Undang-
undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwadeh pendiri tidak
mengajukan sendiri permohonan untuk memperolehtkspn Menteri mengenai
pengesahan Badan Hukum, pendiri hanya dapat merib&sa kepada Notaris.
Hal tersebut adalah awal ataupun kata kunci dalaranan notaris dalam Sistem
Administrasi Badan hukum (SABH).

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri tetsebnyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Zkatajoieh
pendiri atau notaris melalui SABH dengan cara Men@IAN 1
setelah pemakaian nama disetujui oleh Menteri &eajabat yang
ditunjuk dan dilengkapi keterangan mengenai dokupsmdukung.

Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum, diatam Keputusan
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departankehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-01-HT.01Tahun 2003 tentang
Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Ptdirian dan
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Persdiedmatas, yaitu dalam
Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

(2) untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atasetpgran akta
perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, Nmaans mengajukan
permohonan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asaanudia
Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Adreirasi Hukum
Umum.
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Juncto Pasal 3 ayat (1) Keputusan tersebut yariy b :

(1) dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dBksal 2 ayat (2)
diajukan melalui Sistem Administrasi Badan HukunS(8INBAKUM)
secara elektronis oleh Notaris dengan mengisi fornsian akta Notaris
(FIAN) model | atau formulir isian akta Notaris AN) model I
sebagaimana tercantum dalam lampiran | atau lampita yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kegaununi.

Dengan demikian menurut peraturan-peraturan tetsehbatas, dalam
prakteknya yang dapat melakukan permohonan pengesaihadap akta-akta
Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak atdpgi biro jasa atau orang lain
dan bahkan orang dalam perusahaan turut langsuagh daroses pengesahan
perseroan tersebut.

Sebelum memulai pembuatan Akta Pendirian, Notaaisis lebih dahulu
mengecek nama perseroan yang akan dipakai di dd@aam web Sistem
Administrasi Badan Hukum. Hal tersebut dilakukatelsdn Notaris melakukan
login atau masuk ke dalam website Sistem AdministrasiaBadukum dengan
memasukkanuser ID dan passwordnya. Notaris cukup mengetikkan “nama
perseroan” pada kolom yang telah tersedia tanpebterdahulu mengetik nama
“PT” pada nama depan perseroan yang akan di cdlnj8mya “mengklik”
tombolsubmit setelah itu Notaris menggisi data-data perseroan.

Dalam SABH terdapat fasilitas-fasilitas yang dageunakan oleh notaris
dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Tenta sebagai berikut:

1. Cek Nama, menu ini dipergunakan untuk mengetahakap Nama Perseroan
yang akan didirikan atau yang akan mengganti NaraessePoan sudah
terdaftar atau belum dipergunakan oleh perusahaian Nama yang belum
terdaftar (belum dipergunakan) bukan berarti naemaebut dapat langsung
dipergunakan, akan tetapi terlebih dahulu akarekiateh Staff SABH. Untuk
itu dan terlebih dahulu harus melakukan Pesan Nantak memastikan
bahwa Nama Perseroan yang dipesan dapat dipergunaka

2. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harwalitapabila Nama
Perseroan yang dipesan telah diterima (boleh dimedgan) dan akan
diajukan (Pengajuan Nama). Setelah membayar PNB#at ddilakukan

Pengajuan Nama Perseroan dengan mengisi Tanda Bakthr PNBP.
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Pemesanan Nama Perseroan dikenakan Biaya Pesan Nama

. PRADIAN atau Prasyarat DIAN adalah tahap pengiflakumen Pendukung
dari Perseroan yang akan didirikan. Prasyarat g#dmguhkan tergantung dari
Jenis Perseroan dan Status Perseroan tersebuyamtas/ajip PRADIAN
antara lain adalah salinan akta pendirian perseroakti pembayaran PBP
untuk pengumuman dalam TBN RI, Bukti pembayaran BBfeak Pemakaian
Nama, Bukti Pembayaran PNBP untuk pengesahan Seri@ Keterangan
Alamat Lengkap Perseroan, Bukti Setor Modal darnkBadan Prasyarat
Opsional Jenis Perseroan;

. Data Isian Akta Notaris biasa disebut DIAN adalairnfat isian yang
dilakukan secara elektronik. DIAN terdiri atas tigadel, yaitu:

a. Model | adalah DIAN 1, yaitu untuk Permohonan pesadean status
badan hukum Perseroan;

b. Model Il adalah DIAN 2, yaitu untuk Permohonan péuguan
perubahan anggaran dasar Perseroan;

c. Model lll adalah DIAN 3, yaitu untuk penyampaianngeeritahuan
perubahan anggaran dasar dan perubahan data persgemg
diwajibkan oleh Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentBagseroan
Terbatas;

. MONITORING Pada menu ini dapat dilihat tahap demi tahap gsros
pengesahan Akta Perseroan yang sedang dilakuk#n,ubtuk DIAN 1,
DIAN 2 maupun DIAN 3. Notaris yang bersangkutanatapengikuti proses
Pengesahan Akta Perseroan dari saat mulai TanggaelJdm Cek Nama
hingga sampai Tidak Keberatan Menteri, dan akhir piaoses Pemeriksaan
Dokumen Fisik yang telah diserahkan sesuai dengesyarat;

. BILLING, Dihalaman ini dapat dilihat jumlah tagihan untw&nsaksi yang
telah dilakukan, dan juga dapat melihat apakah pgaran billing dan PNBP
yang telah dilunasi telah di cek atau belum olemiusstrasi SABH,;

. KLU atau Kelompok Lapangan Usaha berisikan Maksad @ujuan dari
Bidang Usaha yang ada di Indonesia beserta Kegiddahanya. KLU selalu
diupdatesesuai dengan lapangan usaha yang selalu berkgrdberdonesia,

. INFO, berisi info-info seputar Sistem Adminitrasadg&an Hukum;
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9. NOMOR URUT, di halaman ini, dapat dicari Nomor URgrusahaan yang
tersimpan padadatabase Penggunaan nomor urut diperlukan pada saat
melakukan transaksi pada DIAN 2 dan DIAN 3. Untuérrtari data tersebut,
notaris yang bersangkutan diminta untuk memasulk@ma Perseroan dan
Nomor Surat Keputusan;

10.E-mail,sebagai notaris yang terdaftar di Sistem AdmiastBadan Hukum
secara otomatis mendapatkan 1 (satu) al&waail danmailbox E-mail ini
berguna untuk mendapatkan informasi kegiatan tksngang dilakukan.

Pada Sistem Administrasi yang lama dimana selurabes dilakukan secara
manual, sering timbul masalah keterlambatan, hatlikarenakan para petugas
harus memeriksa satu persatu permohonan yang masalangkan jumlah
permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kegsagietugas yang ada.
Resiko terjadinya human error cukup besar dikar@maketiap data harus
dicocokkan kepadadokumen yang cukup banyak.Sistetmimistrasi Badan
Hukum yang dilakukan secara online menjadi solediadap permasalahan dari
sistem lama tersebut.Namun pada kenyataannya seslares, masih terdapat
permasalahan dalam penggunaaan Sistem Adminiddadan Hukum. Antara
lain bagi Notaris yang berada di daerah tertentuddsarkan wawancara dengan
Notaris Jemmy Wangkey, SH yang berkedudukan di Kasapua, walaupun
sudah memiliki jaringan internet ternyata ia meagal kesulitan dalam
mengakses internet. Hal ini dikarenakan aksesnatedi Timika-Papua tidak
sebaik jaringan internet di Ibukota. Akibatnya pa&kgesan SABH pun
mengalami hambatan.

Selain itu permasalahan juga timbul pada saat nksegaSABH untuk
pengecekan nama PfY. Pengecekan nama Perseroan dilakukan sebelum
pembuatan Akta Pendirian, dengan mengakses SABldbilgpnama perseroan
belum terdaftar maka dilakukan pemesanan namarparsentuk mememastikan
nama perseroan yang akan digunakan dapat diterlefa phak Kementerian
hukum dan HAM. Persetujuan nama perseroan akamitdibukan melalui sistem

yang perlu diperiksa dengan memonitoring prosesAyabila nama perseroan

4 Berdasarkan wawancara dengan Notaris Jemmy WangKkdytanggal 10 Desember 2010.
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yang dipesan sudah disetujui maka selanjutnya isod@pat mengajukan nama
atau pendaftaran pemakaian nama. Keseluruhan prosablakukan melalui
Sistem Administasi Badan Hukum secara online.

Diharapkan dengan prosesline proses ini akan lebih akurat dan cepat, pada
kenyataannya saat proses pengajuan/pendaftaran tedamadilakukan, sistem
menyatakan Nama perseroan ditolak. Padahal sebgdur@atah dimonitoring
nama perseroan belum terdaftar dan pemesanan riamanRelah dilakukan. Hal
ini memperlambat notaris untuk memproses permohpeagesahan PT.

Permasalahan tersebutharus dikomunikasikan dengzak gKementerian
Hukum dan HAM, yang dilakukan dengan email. Namancka akses internet
yang tidak memadai maka notaris harus menggunakemng dalam “ untuk
mempertanyakan langsung kepada pihak Kementerigmrilwlan HAM. Hal ini
tentunya menuntut waktu yang lebih lama dan akadaoepak apabila ternyata
proses lebih lama daripada jangka waktu yang giketa oleh UUPT.

Tak hanya notaris di daerah yang mengalami peraiasaldalam mengakses
SABH. Pengecekan nama perseroan dengan sisteme odiiarapkan dapat
diproses dengan waktu yang cepat, hamun kenyataamagih kurang cepat.
Selayaknya sistem administrasi elektronik, idealkgiika memasukkan nama
perseroan saat itu juga langsung dapat diberikaaan apakah nama perseroan
itu diterima atau ditolak. Seperti ketika membw@aicount email(akun surat
elektronik) penggunaan nama untakcount emailseketika itu juga diberitahu
apakah nama dapat digunakan atau harus digantdafa@nersebut memerlukan
tenaga ahli untuk memperbaiki sistem agar lebik tzaji*°

Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum sendiri pam mengalami
permasalahan ketika masa peralihan Sistem AdmasisBadan Hukum yang
dulunya dikelola swasta lalu diambil alih oleh Kertezian Hukum dan HAM,
sempat mengganggu kerja notaris yang sedang mealakpgngurusan pendirian
PT.Hal ini terjadi karena akses Sistem AdministBeaidan Hukum terpending 1-2
bulan dan sempat jebol.Sistem sempat jebol kardrek gKementerian Hukum

dan HAM belum memiliki hardware yang memenuhi. Kaad lain saat

4> Berdasarkan wawancara dengan Notaris Suroyo M@lljo tanggal 8 Desember 2010.
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pengalihan adalah alat disita pemerintah dan pswedsta tidak memberikan soft
copy kepada Kementerian Hukum dan HAM. Namun dengggoisasi akhirnya

Sistem Administrasi Badan Hukum dapat diakses dégf notaris. Hal ini tidak

banyak dipermasalahkan oleh klien yang sedang mikaudliperseroan, karena
informasi menganai peralihan ini diinformasikan ahal surat kabar sehingga
klien bisa memahami jika pendirian PT terpendirigasebulan.

Setelah SABH diambil alih oleh Kementerian Hukurm d4AM pun tetap
ada kendala, selain masalah pengecekan nama yaaggkaepat, SABH pun
masih sering tidak dapat diakses. Alasan tidak tddip&sesnya SABH ini antara
lain karena adamaintananceSABH. Seringkali saat sedang mengakses SABH
terputus di tengah pemakaian sistem, hal ini disiedoa karena permasalahan
maintanance tersebut.

Proses pengesahan perseroan terbatas melalui S#déhasarkan peraturan
perundang-undangan mengamanatkan Notaris sebdggid pang diberi kuasa
untuk memprosesnya. Namun dalam prosesnya dapatlit&esalahan karena
adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundaaggan maupun kesalahan
dalam kesesuaian data akta. Apabila terjadi kesalaalam proses pengesahan
pendirian Perseroan Terbatas karena adanya ketslzdian data dengan
peraturan perundang-undangan, maka sistem akankukela pemberitahuan
melalui surat elektronik (email).

Dalam praktek pemberitahuan tentang tentang ad&®galahan akibat
ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan-uadaimg dilakukan oleh
bagian pemeriksaan (korektor) dari Kementerian Hukian Hak Asasi Manusia,
biasanya adalah 1 (satu) hari setelah data perseliaftses oleh notaris yang
bersangkutan. Setelah adanya pemberitahuan makarisnotlapat segera
melakukan koreksi terhadapkesalahan yang terjathingga dapat dilanjutkan
dengan proses selanjutnya.

Apabila kesalahan yang terjadi disebabkan adaniidaksesuaian data oleh
notaris, maka terhadap kesalahan tersebut tidala seerta dapat dilakukan
koreksi oleh notaris yang bersangkutan, prosedung \faarus dijalani adalah
notaris yang bersangkutan harus mengajukan suratopenan perbaikan data

yang ditujukan kepada Direktur Perdata JenderaluAukJmum Departemen
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ami@ mengenai
pengejaan nama Perseroan Terbatas yang didaftakesalahan lain yang
mungkin terjadi adalah adanya mengenai data figitu dimana notaris yang
bersangkutan belum melengkapi data-data yang dkserl untuk memasukkan
dokumen data fisik ke dalam loket data fisik tetgeyang dapat menyebabkan
data fisik tersebut ditolak, namun dalam praktekmiperitahuan terhadap
kesalahan ini dilakukan para notaris melalui sysatmohonan ke Direktur
Perdata Jenderal Hukum Umum Departemen Hukum ddnAdasi Manusia
Republik Indonesia, bukan melalui email seperti gyaeharusnya. Mengenai
kelengkapan data fisik ini, dalam SABH ini memilikatu kelemahan, yaitu
bahwa dalam proses pengisian PRADIAN, hanya meano##n opsi apakah
notaris yang bersangkutan telah memiliki dokumesik fipendukung seperti
misalnya tanda bukti pemesanan nama, ake®=SABH dan lain sebagainya atau
tidak, apabila kemudian terjadi kesalahan dalamilgean opsi baik secara
sengaja maupun tidak, maka hal tersebut oleh pitekajemen SABH tidak akan
diadakan pemeriksaan atau croscek data pada sgag#, melainkan pada saat
dokumen fisik diserahkan, apabila kemudian terd&ettlaksesuai data antara
yang diakses melalui SABH dengan dokumen fisik yiatgh disampaikan, maka
terhadap permohonan notaris tersebut akan dit@ekingga harus dilakukan
permohonan baru atau mengulang tahapannya dari, aahilah diperlukan
ketelitian para notari®

Berkenaan dengan data yang diperlukan untuk pandiRT, sering kali
menjadi keterlambatan dalam proses pengesahanum8l&BH, karena pendiri
tidak menyerahkan data-data secara lengkap. Dalaminh Notaris harus
mengatasinya dengan melengkapi seluruh data-datg ykperlukan untuk
pendirian PT sebelum mengakses SABH sehingga paatansengakses SABH
tidak mengalami hambatan. Notaris harus sudah nemgiedata-data apa saja
yang harus disediakan oleh pendiri beserta sygeaslain untuk pendirian PT.
Dengan demikian notaris harus membekali diri dengdormasi akan SABH

beserta seluruh prosesnya, sehingga dapat belerjga cepat dan akurat.

¢ Berdasarkan wawancara dengan Notaris Jemmy Wandgkdytanggal 10 Desember 2010.
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Kesulitan lain datang dari para pendiri perser&satiap orang yang datang
pada notaris untuk meminta jasa notaris terselaut gang dalam hal ini sering
disebut klien, maka notaris sebagai pejabat umuantdenenjalankan jabatannya,
wajib memberikan jasanya sesuai dengan ketentuatangnUndang Jabatan
Notaris (UUJN), kecuali ada alasan untuk menolakigsal 16 ayat (1) sub d).

Alasan untuk menolak adalah alasan yang mengakibatiotaris tidak
berpihak, seperti adanya hubungan darah atau senmggmhan notaris sendiri
atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidampunyaikemampuan
bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal Yyaing tidak diperbolehkan
undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para resposdengkali kewajiban
yang diberikan kepada notaris tersebut tidak sep®ra menghasilkan sesuatu
yang baik, karena rupanya hal tersebut seringhadadfaatkan oleh pihak-pihak
tertentu yang beritikad buruk untuk kepentingan ekarsendiri dan merugikan
pihak-pihak lain.Notaris tidak sepenuhnya dapaiméebpakah klien yang datang
kepadanya memiliki itikad baik atau malah sebal&rsehingga seringkali notaris
terjebak dalam situasi dimana klien yang bersaragkternyata memiliki itikad
buruk.

Demikian halnya dalam proses pengesahan pendi@aseroan Terbatas,
kondisi yang seringkali terjadi, bahwa para klieang beritikadburuk tersebut
memalsukan data-data yang dibawa kepada notarg lyarsangkutan, selain itu
adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh paraipeypang berkaitan
penyertaan modal serta susunan saham perseroanseperseroan didirikan
yang ternyata melanggar hukum. Hambatan tersebnyamgkut pada tanggung
jawab notasis tetapi bukan merupakan hambatan ymmgubungan dengan
kinerja SABH dalam proses pengesahan PT.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana tanggung javedhris, apabila
terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pendiri @eran yang beritikad buruk,
maka jika dilihat dari aspek undang-undang yan@dikan sebagai landasan,
UUPT hanya menetapkan bahwa pendirian perseroagadeakta notaris yang
dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)Pdaal 12 ayat (1) UUPT)

ditetapkan bahwa semua perbuatan hukum yang bemkd&ngan susunan dan
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penyertaan modal serta susunan saham perseroandilakgkan oleh pendiri
sebelum perseroan didirikan harus dicantumkan da&ta Pendirian. Apabila
perbuatan hukum pendiri tidak dicantumkan di dalakta, maka perbuatan
hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajibagi perseroan (Pasal 12
ayat (4) UUPT).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka secara yupdibuatan pendiri
perseroan yang tidak dinyatakan dalam akta notartigan menjadi tanggung
jawab notaris yang bersangkutan.Notaris sebagabpenegara tidak mempunyai
kewenangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatndirp Perseroan
Terbatas yang melanggar hukum, keterbatasan natebagai pejabat negara
hanya sebagai pejabat negara sebagai pembuattakté.o

Tanggung jawab pendiri perseroan dan notaris dat@mdirikan Perseroan
Terbatas didasarkan pada ketentuan UUPT, yang dhigat dari bunyi akta
pendirian, ketentuan mengenai standar akta jugabmekan batas kewenangan
notaris sebagai pejabat negara untuk membuat a&tdilg sehingga tanggung
jawab notaris dalam pendirian Perseroan Terbatasndaembuatan akta otentik,
sedangkan tanggung jawab pendiri perseroan adalahyetorkan modal
perseroan dan melakukan perbuatan hukum sebagaidadera akta. Perbuatan
hukum pendiri yang tidak jelas disebutkan dalamaakenjadi tanggung jawab
pribadi, begitu juga bagi pendiri perseroan Terbgp@rbuatan hukum yang
dilakukan oleh perseroan atau pendiri perseroan akBodkan dalam
akta/Anggaran Dasar perseroan.

Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatanga¢sid yang melanggar
hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan, seleafiua perbuatan hukum dari
pendiri perseroan sudah termasuk di dalam akta/dmagg Dasar perseroan,
sehingga perbuatan melanggar hukum yang dilakuledn gendiri akan berisiko
secara pribadi pada pendiri perseroan, sepanjangugtan-perbuatan hukum
yang dilakukan tidak tercantum dengan jelas dirda#kta pendirian/Anggaran
Dasar perseroan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatayatarproses pengesahan
perseroan terbatas melalui SABH tidak selalu bealhspada sistem tersebut.

Permasalahan juga bisa terjadi pada pihak notadspom pada pihak klien
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sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Antara ketigaalng terkait erat, apabila
ada permasalahan disalah satu pihak maka akan nijea#la pada proses

pengesahan perseroan terbatas melalui SABH seesetukuhan.

24.2 Akibat Hukum Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Notaris
Dalam Proses Pengesahan Per seroan Terbatas melalui SABH

SABH adalah Sistem Administrasi Badan Hukum yangupakan sebuah
sistem komputerisasi pendirian Badan Hukum yanghtebiterapkan di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi#tofresia. Kehadiran
SABH ini akan mempercepat proses pembuatan sertampsraiki sistem
pendokumentasian, yang sebelumnya memakan waken&@m) bulan melalui
sistemmanual dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kerja.

Seluruh proses pembuatan dilakukan seocatae melalui jaringaninternet
yang dapat diakses oleh setiap Notaris yang metg&ABH dari seluruh
wilayah Indonesia. Masing-masing notaris yang téadapada SABH akan
diberikanUser IddanPass-worduntuk menjaga keamanan selama pemrosesan.

Notaris dapat melakukaklonitoring langsung melalui jaringamternet 24
(duapuluh empat) jam sehingga dapat mengetahui jkamadari pemrosesan
yang ada di Departemen Hukum dan Perundang-undalikmrada kesalahan
dapat dilakukan perbaikan secara langsung dan k&asinantara Departemen
Hukum Dan Perundang-undangan dan Notaris dap&iéida melaluie-mail

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenartgkumembuat akta
otentik.Keberadaan notaris selaku pejabat umuntidak hanya sekedar untuk
melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya tgtay@ atas perintah
undang-undang.Notaris merupakan pekerjaan dengamhlifee khusus
menuntutpengetahuam luas serta tanggung jawab dalelayani kepentingan
umum dan inti tugas notaris adalah mengatur setaralis dan otentik
hubungan-hubungan hukum antara para pihak yangaseu#akat meminta jasa
notaris.

Tanggung jawab notaris dalam hal pengesahan pandierseroan Terbatas
tidak lepas dari peranan notaris dalam proses pahge pendirian Perseroan

Terbatas tersebut. Tanggung jawab notaris sebagabgt umum yang membuat
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akta Perseroan Terbatas, apabila terjadi kesaldatam pendirian Perseroan
Terbatas, dapat dilihat dari dua segi, yaitu kdsah dalam pembuatan akta
pendirian dan kesalahan dalam melakukan proseduagegahan pendirian
Perseroan Terbatas. Dalam hal ini maka tanggungaljawersebut dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab notaris pada akta yang dibuatnya;

2. Tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya kesaladalam proses
pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimaam dadl kesalahan
tersebut, dibagi menjadikesalahan karena adanydakeesuaian dengan
peraturan perundang-undangan dankesalahan daldmdesuaian data;

Notaris bertanggung jawab atas kebenaran dari AmaggRasar yang termuat
dalamakta pendirian sebagaimana diatur dalam A&as&lUPT.Tanggung jawab
notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas mendiataris untuk harus selalu
teliti. Pembuatan akta pendirian menuntut notarkeba cepat dan akurat
demikian pula penggunaan SABH dalam proses pengedgh.

Kinerja SABH ternyata tidak seperti yang diharapkieerena Notaris masih
mengalami hambatan-hambatan dalam melakukan ppmsegesahan Perseroan
Terbatas. Hambatan yang bersumber pada sisterantirstidak membuat peran
penting Notaris menjadi terganggu.Harus ada persbattanggung jawab antara
Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM yang memegkegdali Sistem
Administrasi Badan Hukum.

Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas, tangguwgbjanotaris dimulai
pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan drifiadapan notaris yang
memuat diantaranya tentang perumusan maksud daantyerseroan, karena
notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengendifna yang termuat dalam Akta
Pendirian tersebut.

Pembatasan mengenai tanggung jawab antara nosariSlenteri sebenarnya
sudah dikonsepkan dalam Keputusan Direktur Jend&dahinistrasi Hukum
Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi ManusiauBlép Indonesia
Nomor C-01.HT.01.01. Tahun 2003 Tentang Tata Camag&uan Permohonan
Dan Pengesahan Akta Pendirian dan PersetujuanP&ttdbahan Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas Pasal 11 ayat (1) disebutkamabpbmeriksaan ketentuan
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mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkagka waktu, maksud
dan tujuan serta kegiatan usaha dan modal Persefesbatas menjadi

kewenangan dan tanggung jawab Menteri Kehakiman e Asasi Manusia

(sekarang Menteri Hukum dan HAM) . Sedangkan agatdfsebutkan bahwa
notaris bertanggung jawab penuh terhadap matera Ak¢ndirian dan Akta

Perubahan Anggaran Dasar yang telah dibuat dihadgpa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), serta pada Pasal 7 Keputidrektur Jenderal

Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiam Dan Hedasi Manusia

Republik Indonesia Nomor C-03.HT.01.04. Tahun 200éhtang Tata Cara
penyampain pemberitahuan Akta Perubahan Anggaraar®erseroan Terbatas,
bahwa kebenaran akta perubahan Anggaran Dasar digsagipaikan melalui

SISMINBAKUM (sekarang SABH) dan sistem manual ménjanggung jawab

notaris.

Namun, terhadap pertanggungjawaban itu sendiri nmdadang tidak
mengatur konsekuensi yang mengikutinya. Sedanglargemai kebenaran akta,
maka dalam hal tersebut merujuk pada UUJN, dimamavA menurut Lumban
Tobing menyatakan bahwa notaris bertanggung javied akta yang dibuatnya,
apabila terdapat alasan sebagai beffkut:

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan @leraturan Jabatan

Notaris (sekarang UUJN);

2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syaeagenai bentuknya
(gebrek in de van), dibatalkan dimuka pengadilan atau dianggap dany
berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan;

3. Dengan segala hal, dimana menurut ketentuan-ketemtalam Pasal 1365
s/d Pasal 1367 KUH Perdata terdapat kewajiban untekbayar ganti
kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harusludilpembuktian
seimbang

4. Jika kita menilik dari Pasal 60 PJN, mengenai Keim sanksi (sekarang
diadopsi dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUJN), sesungguimenetukan

pertanggungjawaban notaris, dalam hal ini tidak exawhi syarat-syarat

4" Lumban Tobingdp.,Cit, him. 324.
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formil mengenai akta yang dibuatnya, maka akanl&efan kekuatan
otentitasnya, termasuk dalam adanya penipuan atalihat baik yang
dilakukan oleh notaris sendiri maupun karena karjes dengan pihak
yang berkepentingan sehingga akta yang dibuat riiartgan dengan
undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum.

Untuk itu dapat dilihat bahwa notaris sebagai pejabmum titik beratnya
adalah tanggung jawab untuk memberikan dan menjaadianya kepastian
hukum.Notaris bisa mendapat gugatan oleh pihak yaegasa dirugikan dalam
pembuatan sesuatu akta, sehingga oleh karenanyais\sélalu berusaha dalam
koridor asas kehatian-hatian dalam pembuatan ské@uApakah kelak akta yang
telah dibuatnya berpotensi menimbulkan masalah talian para pihak
sehinggaberujung salah satu pihak yang merasakhrugnembuat pengaduan ke
pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun sampai ke pangidn Pengadilan.Dalam
hal ini permasalahan yang kemudian timbul tidak pengaruhi keotentikan dari
akta yang dibuat oleh notaris.

Dilain pihak yakni Kementerian Hukum dan HAM yangmgelola SABH,
bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yargike bagi kepentingan
masyarakat. SABH merupakan sistem yang dihadirkasalsarkan kebutuhan dan
tuntutan yang berkembang di masyarakat dan kalapghisnis Indonesia.SABH
adalah sebuah sistem yang memiliki tingkat keceamatang tinggi sehingga
menjamin Surat Keputusan yang dikeluarkan sesuapate peraturan yang
adaDatabaseSABH memuat seluruh Badan Hukum yang ada di Indangsng
dengan mudah dapat di akses melalui jaringan kaenput

Walaupun SABH memiliki kelemahan-kelemahan, namurABIS
mempunyai keuntungan yang membuat sistem ini pdipértahankan dan
mengalami perbaikan. Keuntungan dibentuknya SABHéndiri adalah:

1. peningkatan layanan jasa hukum (pengesahan bad&omhudari
maksimal 60 (enampuluh) hari atau lebih menjadingalama 1 (satu )
minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari;

2. dengawonline sistem dapat dihindari frekuensi tatap muka argargyedia
jasa dan pemakai jasa, dan dapat ditekan semimmaagkin terjadinya

kolusi, dan nepotisme yang berakhir dengan suaatdhipilangkan;
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3. kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan DepasterKehakiman
dan Hak Asasi Manusia khususnya dilingkungan Doeltt Perdata
semakin meningkat;

4. penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan jasaimumemerlukan
investasi yang cukup mahal sehingga sangatlah vjiggrmpeningkatan
pelayanan jasa hukum tersebut diikuti dengan pbaarmb&enaikan tariff
pelayanan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusgngan
peningkatan pemasukan keuangan Negara tersebut dibkeapkan
dapat meningkatkan dan memeratakan kesejahteragawae di
lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundamgangan;

5. dengawonline sistem maka fungsi kontrol dan kendali dapat gaalakan
tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukupadegsigtem yang
terkendali baik oleh Kasubdit, Direktur dan Dirjefengan bantuan
Notaris;

6. dengawnline sistem yang memungkinkan akses publik baik dirdala
negeri mapun di luar negeri ke dalafome pageDirektorat Jendral
Hukum dan Perundang-undangan, maka Direktorat deiktitkum dan
Perundang-undangan memasuki era tranparansi dalam dsaha yang
dapat memberikan keuntungan timbal balik antaraafi&tdengan
Kementerian Hukum dan Perundang-undangan.

Selanjutnya untuk memberikan kemudahan dalam pesnahpengesahan badan
hukum, diatur mengenai pelayanan satu atap. Hsgltet dapat dilihat pada Pasal
11, Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 29 ayat (&) Rsal 30 Undang-Undang
Perseroan Terbatas.

Permasalahan-permasalahan yang ada pada prosessaleay Perseroan
Terbatas, baik masalah yang ada pada SABH, padais)anaupun pada pihak
ketiga yakni klien, jika tidak diantisipasi dan ndapat pembenahan, maka dalam
jangka panjangakan berdampak pada kegiatan penekanodi Indonesia.
Pembenahan selayaknya dilakukan oleh Kementeriduidudan HAM, bukan
hanya pada sistem, tetapi juga pada Sumber Dayausvtan(SDM) yang
menjalankan sistem tersebut. Sebab seluruh prosegiepahan Perseroan

Terbatas telah dilakukan melalui komputerisasi, anslkdah selayaknya ketepatan
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dan kecepatan pemeriksaan data pada sistem pumdnésipih akurat. Hal ini
bergantung pada tenaga ahli yang menjalankan sgit&®menterian Hukum dan
HAM.

Demikian pula pengetahuan dari Notaris akan peaatudan informasi
teknologi yang digunakan harus sejalan dengannsistang ada. Pentingnya
pembekalan notaris akan pengetahuan tersebut {enakan berpengaruh pada
kegiatan perekonomian Indonesia.

SABH merupakan pelayanan dari Kementerian Hukum H&M yang
berbasis teknologi. Jasa teknologi informasi dal@dang hukum bahkan tidak
hanya berguna bagi para ahli hukum saja, tapi jogating bagi siapa saja
ataupun instansi apa saja yang memerlukan inform#sim dalam waktu yang
cepat, baik para sarjana hukum yang bekerja diadpendidikan, penelitian,
bisnis dan pemerintahan. Masyarakat pada umumnyaenh&an jasa pelayanan
hukum yang cepat dan tepat.Di setiap bidang jds®legi informasi dibutuhkan
untuk menjamin agar dinamika pelaksanaan sistem l@gggalan teratur dan taat
asas, terutama dilingkungan negara yang mengamsipmegara hukum yang
mencita-citakan tegaknya prinsifhe rule of law serta keteraturan sistem
hukum?®

Notaris memegang peranan dalam Pendirian Persefedoatas. Dalam
membuat akta pendirian PT sebagaimana ternyatandetdentuan UUPT dan
mengurus pengesahan pendirian PT yang dilakukaralumeSABH untuk
mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Mehtenm dan HAM,
sebab yang dapat mengakses SABH hanyalah Notaalka Motaris memegang
peranan sejak pengecekan nama pada SABH, membtaaipakdirian hingga
perseroan terbatas tersebut mendapat pengesahagaisdiadan hukum dari
Menteri Hukum dan HAM. Notaris memiliki tanggungjalv pada akta yang
dibuatnya karenanya notaris dituntut untuk setefitingkin mengenai hal-hal
yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut.Selain ketelitian juga dituntut
dalam hal pengurusan pengesahan Perseroan Temieltdsi SABH.

Keterlambatan dalam proses pengesahan Perseroabatd®r dapat

8 Mhd. Shiddiq Tgk.Op.,Cit, him. 98.
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disebabkan oleh;

1. SABH yang masih kurang cepat dan kurang akurat;

2. Kelalaian Notaris dalam pengisian Data Isian Aktstads pada SABH

dan ketidaksesuaian pengiriman data fisik;

3. Keterlambatan data dari pihak pendiri Perseroabafas.

Atas keterlambatan proses pengesahan Perseroaatd®dkan berdampak pada
keberadaan PT yang didirikan. Apabila prosesnyaytga lebih dari 60 hari sejak
ditandatanganinya akta pendirian, maka akta tetsebenjadi batal demi
hukum.Notaris tidak tidak dapat dituntut atas KHatebatan yang disebabkan oleh
sistem maupun yang datang dari pihak ketiga.

Dengan demikian dalam pelaksanaan pengesahan ipendierseroan
Terbatas, sebaiknya para pihak yang terlibat salaumperhatikan ketentuan
perundangan-undangan yang berlaku dan diiringi @engdanya itikad baik,
sehingga sistem yang berjalan dapat menjadi sbagipermasalahan yang ada.

Universitas Indonesia
Peran dan tanggungjawab..., Devie Lambe, FH Ul, 2011.



BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses pendirian suatu Perseroan
Terbatas adal ah:

a. Membuat akta Pendirian Perseroan Terbatas;
b. Sebaga kuasa dari pendiri perseroan untuk mengaukan
permohonan pengesahan badan hukum ke Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia melaui Sistem Administrass Badan Hukum
(SABH).
Dan daam melaksanakan peran tanggung jawab tersebut notaris dituntut
untuk selalu dapat bekerja cepat, cermat dan akurat.

2. Kinerja Sistem Administras Badan Hukum (SABH) tidak mempengaruhi
peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas.
Terdapat pembatasan tanggung jawab antara Notaris dan Kementerian Hukum
dan HAM yang memegang kendali Sistem Administrasi Badan Hukum.
Kementerian Hukum dan HAM yang mengelola SABH, bertanggungjawab
untuk  memberikan pelayanan yang terbaik bagi  kepentingan
masyarakat. SABH merupakan sistem yang dihadirkan berdasarkan kebutuhan
dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dan kalangan pebisnis
Indonesia. SABH adalah sebuah sistem yang memiliki tingkat kecermatan
yang tinggi sehingga menjamin Surat Keputusan yang dikeluarkan sesuai
dengan peraturan yang ada.

3.2 Saran

1. Notaris perlu membekali diri dengan pengetahuan akan teknologi informasi
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dan penggunaan SABH diserta dengan pengetahuan akan peraturan
perundang-undangan yang mengatur jalannya sistem tersebut. Notaris juga
dituntut untuk bisa bekerja dengan cepat dan akurat serta selalu dalam koridor
kehati-hatian dalam menjalankan tanggungjawabnya. Sehingga pengetahuan
dankecermatan dari Notaris dapat sejalan dengan kemaguan teknologi di
Kementerian Hukum dan HAM melalui SABH.

. Pembenahan dilakukan baik dalam SABH sebagai sistem maupun Sumber
Daya Manusia yang mengelola sistemharus dilakukan oleh Direktorat Perdata,
Direktorat Jenderal Administras Hukum Umum, Kementerian Hukum dan
HAM yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan dan pengesahan
badan hukum Perseroan Terbatas, perlu untuk melakukan pembenahan dan
mengimplementasikan hal-hal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya inovas dan
pelaksanaan pengesahan pendirian PT melalui SABH yang cepat dan akurat
serta kemudahan terhadap proses pengesahan badan hukum perseroan,
persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan
diharapkan dapat meningkatkan iklim berusaha dan pembangunan ekonomi di
Indonesia.

. Perlunya Direktorat Jendera Administrass Hukum Umum, Kementerian
Hukum dan HAM membuka akses agar setiap Notaris dapat melihat status
terakhir dari suatu Perseroan Terbatas. Agar para Notaris dapat mengetahui
informasi mengenai akta perseroan yang berkaitan dengan susunan direksi dan
komisaris serta susunan pemegang saham yang terakhir dari suatu Perseroan
Terbatas.

. Berkaitan dengan meningkatnya white collar crime (kgahatan dilakukan oleh
para intelektual), maka sebaiknya Kementerian Hukum dan HAM dapat
memberikan informasi secepatnya apabila ada permintaan dari notaris

mengenai keabsahan Surat K eputusan Perseroan.
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